Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 10 /BC/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19
Peraturan Menteri Keuangan Nomor S9/PMK.04 /2014 tentang
Registrasi Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan
Registrasi Kepabeanan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri
Keuangan Nomor S9/PMK.04 /2014 tentang Registrasi
Kepabeanan;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 194 /KMK.03/2012
tentang Pertukaran Data antara Direktorat Jenderal Pajak
dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang
dilakukan pengguna jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas
kepabeanan, St

3. Pengguna Jasa adalah Importir, “Eksportir, Pengusaha
Pengurusan Jasa Kepabeanan, Pengangkut dan pengguna
Jasa kepabeanan lainnya yang akan melakukan pemenuhan
kewajiban pabean ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
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4. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean.

S. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
pabean.

6. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya
disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk
dan atas kuasa Importir atau Eksportir.

\\]

. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atay yang bertanggung
jawab  atas pengoperasian  sarana pengangkut yang
mengangkut barang dan/atau orang.
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. Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan
dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat
Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.

O

. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan adalah sistem aplikasi
komputer yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai untuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

10.Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disebut NIK
adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pengguna
Jasa yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atay
berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan
teknologi informasi maupun secara manual.

11.Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan yang
selanjutnya disebut TTP-RK adalah tanda yang diberikan
kepada pengguna jasa yang menerangkan bahwa dokumen

dan/atau data pendukung registrasi telah diterima Direktur
Jenderal secara lengkap dan jelas.

12.Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan
yang selanjutnya disebut TPP-RK adalah tanda yang
diberikan kepada pengguna jasa yang menerangkan bahwa
dokumen dan/atau data pendukung registrasi tidak

dilampirkan secara lengkap dan jelas sehingga dikembalikan
oleh Direktur Jenderal.

Jenderal.

14.Surat Pemberitahuan untuk Mengajukan Perubahan Data
Registrasi Kepabeanan yang selanjutnya disebut SPMPD-RK
adalah surat pemberitahuan yang diberikan kepada pengguna
Jasa agar melakukan perubahan data registrasi kepabeanan,.

15.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang
selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah Suatu kawasan
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16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
17.Direktur adalah Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

18.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam Jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Kepabeanan.

19.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban
pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

20.Kantor Pabean Setempat adalah Kantor pelayanan Utama Bea
dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan
Cukai yang wilayah kerjanya mencakup Kawasan Bebas.

BAB II
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 2

(1) Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean,
Pengguna Jasa wajib melakukan Registrasi Kepabeanan ke
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan permohonan registrasi secara
elektronik melalui laman (website) Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai di http://www.beacukai.qgo.id.

Pasal 3

(1) Permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir
isian Registrasi Kepabeanan sesuai kegiatan usaha yang
dilakukan dan mengirimkan formulir tersebut ke Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

(2) Pengguna Jasa kepabeanan dapat mengajukan 1 (satu)
permohonan Registrasi Kepabeanan untuk lebih dari 1 (satu)
jenis kegiatan kepabeanan.

(3) Formulir isian Registrasi Kepabeanan secbagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran | yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Pasal 4

(1) Sebelum mengisi formulir isian Registrasi Kepabeanan,
Pengguna Jasa harus terlebih dahulu  melakukan

pendaftaran User ID untuk mendapatkan User Name dan
Password.

(2) User Name dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) akan dikirim ke Pengguna Jasa melalui surat elektronik
(e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran User ID.

(3) User Name dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk masuk (login) ke Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.
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(2)

Pasal 5

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimaga
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Importir,
permohonan registrasi harus dilampiri dengan salinan
dokumen meliputi:

a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
c. Angka Pengenal Impor (API);

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/ Kartu Izin Tinggal
Terbatas (KITAS) /Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
/identitas penanggung jawab perusahaan;

€. surat pernyataan kebenaran pengisian dan dokumen yang
dilampirkan sebagaimana Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini; dan

f. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-
undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh
selain Direksi atau penanggungjawab perusahaan.

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Eksportir,

permohonan registrasi harus dilampiri dengan  salinan
dokumen meliputi:

a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

¢. Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar
Perusahaan (TDP);

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/ Kartu Izin Tinggal
Terbatas (KITAS) /Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
/identitas penanggung jawab perusahaan;

€. surat pernyataan kebenaran pengisian dan dokumen yang
dilampirkan sebagaimana Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini; dan

f. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-
undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh
selain Direksi atau penanggungjawab perusahaan.

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh PPJK,

permohonan registrasi harus dilampiri dengan salinan
dokumen meliputi:

a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan:

b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

c. Surat Keputusan NPPPJK (baru atau perubahan terakhir)
d. Surat Iljin Usaha Perdagangan (SIUP)/ SIUJPT;

€. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/ Kartu Izin Tinggal
Tgrbatas (KITAS) /Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
/1dentitas penanggung jawab perusahaan;
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f. surat pernyataan kebenaran pengisian dan dokumen yang
dilampirkan sebagaimana Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DIrektur Jenderal
ini; dan

g. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-
undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh
selain Direksi atau penanggungjawab perusahaan.

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Pengangkut,
permohonan registrasi harus dilampiri dengan salinan
dokumen meliputi:

a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

c. Surat ljin terkait kegiatan usaha pengangkutan darat atau
laut atau udara;

d. Kartu Tanda Penduduk .(KTP) /Paspor/ Kartu Izin Tinggal
Terbatas (KITAS) /Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
/identitas penanggung jawab perusahaan:

€. surat pernyataan kebenaran pengisian dan dokumen yang
dilampirkan sesuai Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan DIrektur Jenderal ini;
dan

f. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-
undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh
selain Direksi atau penanggungjawab perusahaan.

Untuk mengoptimalkan penilaian Registrasi Kepabeanan,

Pengguna Jasa dapat melampirkan dokumen tambahan
berupa :

a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
b. dokumen penguasaan tempat usaha;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pabrik/ gudang/
perkebunan/ peternakan/ cabang;

d. dokumen penguasaan pabrik/ gudang/ perkebunan/
peternakan/ cabang;

e. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;

g. sertifikat International Organization for Standardization
(ISO);

h. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas

(KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) / Paspor
komisaris perusahaan;

1. bukti keanggotaan asosiasi;

j. bagan struktur organisasi:

k. laporan keuangan;

l. rekening koran atas nama perusahaan;

m. laporan audit Kantor Akuntan Publik (KAP), Pajak, dan
Bea dan Cukai;
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n. ijjazah kualifikasi kepala bagian/ manajer pembukuan
(akuntansi);

o. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas
(KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)/ Paspor
Penandatangan Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

p. surat yang memuat Electronic Data Interchange (EDI)
number,

q. sertifikat ahli kepabeanan;
r. surat keputusan fasilitas yang dimiliki;
s. surat izin komoditi utama ekspor; dan/atau

t. bukti kepemilikan sarana pengangkut.

Pasal 6

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilampirkan
pada Formulir Isian Registrasi Kepabeanan secara elektronik
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Pasal 7

(1) Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat
menyampaikan:

a. TTP-RK dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) telah
dilampirkan secara lengkap dan jelas; atau

b. TPP-RK dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
tidak dilampirkan secara lengkap dan jelas.

(2) TTP-RK dan TPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

(3) TTP-RK dan TPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Pasal 8

Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang
dikembalikan dengan TPP-RK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pengguna Jasa dapat mengajukan
permohonan kembali dengan mengirimkan formulir isian
Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1).
BAB III

PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENILAIAN DATA REGISTRASI
Pasal 9

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi
secara  selektif berdasarkan manajemen risiko atas

permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan Pengguna
Jasa.
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(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk meneliti kesesuaian data-data yang
berkaitan dengan :

a. eksistensi Pengguna Jasa;
b. identitas pengurus dan penanggung jawab; dan
c. data keuangan perusahaan.

(3) Terhadap Registrasi Kepabeanan yang diajukan PPJK, selain
penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan juga penelitian terhadap Ahli Kepabeanan yang
dimiliki.

Pasal 10

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dilakukan dengan membandingkan data formulir isian Registrasi
Kepabeanan dengan dokumen dan/atau data pendukung yang
dilampirkan Pengguna Jasa serta dapat memanfaatkan data
yang diperoleh dari pertukaran data antara Direktorat Jenderal
Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 11

(1) Terhadap formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan penilaian sesuai
dengan standar penilaian isian Registrasi Kepabeanan.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan  untuk  kepentingan manajemen risiko
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

(3) Standar penilaian isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Tata kerja Registrasi Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

BAB IV
KEPUTUSAN REGISTRASI

Pasal 13

Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat memberikan
persetujuan atau penolakan permohonan Registrasi Kepabeanan
yang diajukan Pengguna Jasa dalam jangka waktu S (lima) hari

kerja sejak tanggal TTP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf a.

Pasal 14

(1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan
Pengguna Jasa disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat atas nama
Direktur Jenderal menerbitkan NIK.
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(3)
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NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara
otomatis ke dalam sistem komputerisasi pelayanan.

Pengguna jasa menerima Surat Pemberitahuan NIK mel_alui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan/atau jasa
pengiriman surat.

Bentuk dan format Surat Pemberitahuan NIK ditetapkan
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Permohonan Registrasi Kepabeanan lebih dari 1 (satu) jenis
kegiatan kepabeanan yang diajukan oleh Pengguna Jasa, hanya
diterbitkan 1 (satu) NIK.

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(1)

Pasal 16

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan
Pengguna Jasa ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat
menyampaikan SPP-RK melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang ditolak,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa dapat

mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi alasan
penolakan pada SPP-RK.

Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta tambahan data
dan/atau dokumen.

Bentuk dan format SPP-RK ditetapkan dalam Lampiran VIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

digunakan sebagai identitas dalam rangka  akses
kepabeanan. :

Penyalahgunaan NIK oleh pihak lain merupakan tanggung
Jawab Pengguna Jasa yang memiliki NIK dan bukan

merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai,

BAB V
PERUBAHAN DATA REGISTRASI

Pasal 18

Setiap perubahan data Registrasi Kepabeanan yang terkait
dengan:

a. eksistensi pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf a; dan/atau

b. identitas pengurus dan penanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,

wajib diberitahukan oleh Pengguna Jasa yang telah
mendapat NIK kepada Direktur atau Kepala Kantor Pabean
Setempat melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
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(2) Selain kewajiban memberitahukan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapfcfztt
perubahan data mengenai Ahli Kepabeanan, PPJ}{ wapp
memberitahukan perubahan data mengenai Ahli
Kepabeanan tersebut kepada Direktur atau Kepala Kantor
Pabean Setempat.

(3) Untuk mengoptimalkan penilaian Registrasi Kepabeanan,
Pengguna Jasa yang telah mendapat NIK dapat
memberitahukan perubahan data Registrasi Kepabeanan
selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

Terhadap pemberitahuan perubahan data yang disampaikan,
Pengguna Jasa harus melampirkan data dan/atau dokumen
terkait data registrasi yang berubah.

Pasal 20

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi
atas pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan data
isian Registrasi Kepabeanan dengan dokumen dan/atau data
yang diserahkan Pengguna Jasa serta dapat memanfaatkan

data yang diperoleh dari pertukaran data antara Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 21

Terhadap pemberitahuan perubahan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, Direktur atau Kepala Kantor Pabean
Sctempat atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan
atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak diterbitkannya TTP-RK.

Passl 22

(1) Dalam hal pemberitahuan perubahan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 disetujui, Direktur atau Kepala
Kantor Pabean Sectempat atas nama Direktur Jenderal

menyampaikan pemberitahuan perubahan data Registrasi
Kepabeanan.

(2) Pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Pengguna Jasa melalui Sistem Aplikasi  Registrasi
Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.

(3) Pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format
yang ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

Dalam hal pemberitahuan perubahan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ditolak, Direktur atau Kepala Kantor
Pabean Setempat atas nama Direktur Jenderal memberitahukan
penolakan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
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Pasal 24

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakrukan perubahan dg'Fa
Registrasi Kepabeanan tanpa melalui permohqna_m pemlhk_
NIK berdasarkan data yang bersumber dari unit internal di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, st?panjang
bukan merupakan elemen data sebagaimana yang dmmaksfud
dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan bersifat
administratif,

(2) Hasil perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengguna
Jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
dan/atau jasa pengiriman surat.

Pasal 25

Tata Kerja perubahan data Registrasi Kepabeanan ditetapkan
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
PEMBLOKIRAN DAN PENCABUTAN NIK

Pasal 26

(1) NIK yang dimiliki oleh Pengguna Jasa sebagaiman_a
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diblokir oleh Direktur atau

Kepala Kantor Pabean Setempat atas nama Direktur Jenderal
dalam hal:

a. Pengguna Jasa tidak memenuhj kewajiban untuk
memberitahukan perubahan data registrasi terkait dengan
perubahan:

1. eksistensi Pengguna Jasa dan identitas pengurus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

2. Ahli Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2); dan/atau

b. rekomendasi dari unit internal Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai atau instansi terkait dan /atau hasil penelitian
lapangan.

(2) Tindakan pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberitahukan kepada Pengguna Jasa melalui surat yang
ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Surat pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
dan/atau jasa pengiriman surat.

Pasal 27

Pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 berlaku
untuk seluruh jenis kegiatan kepabeanan.
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Pasal 28

(1) Pembukaan pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

Pasal 26 dilakukan oleh Direktur atau Kepala Kantor Pabean
Setempat atas nama Direktur Jenderal dalam hal:

a. Pengguna Jasa telah menyampaikan perubahan data
Registrasi Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut
telah disetujui oleh Direktur Jenderal.

b. Pengguna Jasa yang bertindak sebagai PPJK telah
memiliki pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli
Kepabeanan.

c. terdapat bukti yang meyakinkan bahwa tidak terdapat
perubahan isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

Untuk pembukaan pemblokiran NIK, Pengguna Jasa harus
mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran NIK
kepada Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat.

Terhadap NIK yang diblokir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), Pengguna Jasa mengajukan permohonan
pembukaan pemblokiran NIK kepada Direktur atau Kepala
Kantor Pabean Setempat dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak pemblokiran.

Tindakan pembukaan pemblokiran NIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengguna Jasa
melalui Surat Pembukaan Pemblokiran NIK sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat pembukaan pemblokiran NIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.

Pasal 29

NIK Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1)
dicabut dalam hal:

a. dalam waktu 6 (enam) ‘bulan terhitung sejak
diterbitkannya surat pemblokiran berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pengguna Jasa

tidak mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran
NIK;

b. rekomendasi dari unit internal Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dan/atau instansi terkait, dalam hal:

1. Pengguna Jasa terbukti melakukan pelanggaran tindak
pidana menurut peraturan perundang-undangan
tentang kepabeanan, cukai dan/atau perpajakan
berdasarkan  putusan pengadilan  yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Angka Pengenal Impor yang dimiliki Importir dicabut
dan tidak memiliki Angka Pengenal Impor pengganti:

3. Nomor Pokok PPJK yang dimiliki PPJK telah dicabut:

4. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau
surat izin usaha lain sebagai Penganglkut telah dicabut;
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S. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

dan/atau
c. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pencabutan.

(2) Tindakan pencabutan NIK sebagaimana dimaksud pa_da ayat
(1) diberitahukan kepada Pengguna Jasa mclalull Surat
Pencabutan NIK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

(3) Surat pencabutan NIK sebagaimana dimaksud .pada ayat (2)
disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
dan/atau jasa pengiriman surat.

(4) Pencabutan NIK sebagaimana dimaksud pa@a aya‘_c (1)
berlaku untuk sebagian atau seluruh jenis kegiatan
kepabeanan.

Pasal 30

Tata kerja pembukaan blokir dan pengaktifan kembali NIK yang
dicabut ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN REGISTRASI
Pasal 31

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi
Kepabeanan  bagi Pengguna Jasa yang bertindak sebagai
Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan
dalam hal Importir tersebut melakukan pemenuhan kewajiban
pabean yang berkaitan dengan:

a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang
bertugas di Indonesia;

b. barang untuk keperluan badan internasional beserta
pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

¢. barang pribadi pénumpang, awak sarana pengangkut,
pelintas batas dan barang kiriman;

d. barang pindahan;

€. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah
umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan
penanggulangan bencana alam;

f. barang untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah
daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau

g. barang-barang yang mendapat persetujuan Impor tanpa
Angka Pengenal Impor.

Pasal 32

Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir dan belum
mendapat NIK sebagai Importir, dapat dilayani pemenuhan
kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan

Pabean Impor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor
Pabean.
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Pasal 33

(1) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaku}can Registras%
Kepabeanan bagi Pengguna Jasa yang bertindak sebagai
Eksportir  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dikecualikan dalam hal Eksportir terscbut melakukan
pemenuhan kewajiban pabean yang berkaitan dengan:

a. Barang kiriman;
Barang pindahan;

Barang perwakilan negara asing atau badan internasional:

AT

Barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial,
pendidikan, kebudayaan, atau olahraga;

Barang cindera mata;
Barang contoh;

Barang keperluan penelitian; dan/atau,

- T

- Ekspor yang dilakukan orang perseorangan yang tidak
untuk diperdagangkan.

(2) Terhadap Pengguna Jasa yang melakukan kegiatan re-
ekspor, tidak wajib melakukan Registrasi Kepabeanan
sebagai Eksportir sepanjang yang bersangkutan telah
memiliki NIK sebagai Importir atau atas importasinya
dikecualikan dari kewajiban memiliki NIK.

Pasal 34

Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Eksportir dan/atau
Pengangkut yang belum mendapat NIK sebagai Eksportir
dan/atau Pengangkut, dapat dilayani pemenuhan kewajiban
pabeannya selama S (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
TTP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf a.

BAB VIII

PENELITIAN TERHADAP PENGGUNA JASA
YANG TELAH MEMILIKI NIK

Pasal 35

(1) Untuk kepentingan pengawasan, Pejabat Bea dan Cukai
dapat melakukan penelitian terhadap Pengguna Jasa yang
telah mendapat NIK terkait dengan data registrasi yang
dimiliki.

(2) Penelitian data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan secara periodik dan /atau sewaktu-waktu
berdasarkan manajemen risiko.

(3) Untuk keperluan penelitian data registrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan konfirmasi
dan/atau penelitian lapangan serta dengan memanfaatkan
data yang diperoleh dari pertukaran data antara Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
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(1)

(3)

(1)

(1)

(2)
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Pasal 36

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
dilakukan untuk menguji cksistensi Pengguna Jasa.

Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengirimkan surat melalui jasa pengiriman surat.

Pasal 37

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3) dilakukan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan tatacara pelaksanaan penelitian lapangan
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Direktur dapat meminta Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai untuk melaksanakan penelitian
lapangan.

Untuk pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Direktur menunjuk

pegawai yang berada di lingkungan Direktorat Informasi
Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 38

Permintaan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) disampaikan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan. '

Pelaksanaan penelitian lapangan di Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai dilakukan dengan menunjuk Kepala
Bidang di bawahnya dan/atau Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai di bawah pengawasan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

menunjuk pegawai untuk pelaksanaan penelitian lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
mengadministrasikan berkas data dan/atau dokumen hasil
penelitian lapangan.

Pasal 39

Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), direkam ke Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja sejak tanggal penugasan pegawai.

Pejabat Bea dan Cukai di Direktorat Informasi Kepabeanan
dan Cukai melakukan penelaahan terhadap hasil penelitian
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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(1)

(2)
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Pasal 40

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyesuaian data
Registrasi Kepabeanan berdasarkan hasil penelitian lapangan
yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39
ayat (2) sepanjang bukan ‘merupakan elemen data
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan
ayat (2) dan bersifat administratif.

Dalam hal terdapat perubahan data registrasi kepabeanan
karena hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur atau Kepala Kantor Pabean Setempat
atas nama Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan
perubahan data Registrasi Kepabeanan.

Pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengguna Jasa melalui Sistem  Aplikasi Registrasi
Kepabeanan dan/atau jasa pengiriman surat.

Pemberitahuan perubahan Data Registrasi Kepabeanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format
yang ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) terdapat perubahan data Registrasi
Kepabeanan terkait elemen data sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Bea
dan Cukai memberitahukan kepada Pengguna Jasa untuk

mengajukan permohonan perubahan data Registrasi
Kepabeanan.

Pemberitahuan untuk mengajukan perubahan data
Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 41

Dalam hal terdapat perubahan alamat dan/atau penanggung
jawab dan telah menerima SPMPD-RK, Pengguna Jasa wajib
melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan dan
mendapat persetujuan dalam jangka waktu 60 (enam puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

Dalam hal Pengguna Jasa tidak mendapatkan persetujuan
perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka . ditindak lanjuti dengan
pemblokiran.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN BEBAS

Pasal 42

Terhadap Pengguna Jasa yang :

a.

b.

Memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah
Pabean atau Kawasan Bebas lain;

Mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah
Pabean atau Kawasan Bebas lain;
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c. mengangkut barang dan/atau orang ke Kawasan Bebas dari

Luar Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
atau Kawasan Bebas Lain;

mengangkut barang dan/atau orang dari Kawasan Bebas ke
Luar Daerah Pabean atau Kawasan Bebas lainnya;

mengangkut orang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain
Dalam Daerah Pabean dengan menggunakan sarana
pengangkut khusus mengangkut penumpang, memiliki
trayek yang tetap dan terjadwal;

memasukkan barang, mengeluarkan barang dan/atau

mengangkut barang dari Tempat Penimbunan Berikat atau
Kawasan Ekonomi Khusus dari Kawasan Bebas;

proses registrasi kepabeanan dilakukan pada Kantor Pabean
Setempat.

(1)

(3)

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

a. terhadap permohonan registrasi kepabeanan yang telah
diterbitkan tanda terima oleh sistem aplikasi sebelum
berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini; atau

b. terhadap perubahan data registrasi kepabeanan yang
telah  disampaikan atau diberitahukan sebelum
berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini,

yang belum mendapat persetujuan, penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur
Jenderal Nomor P-21/BC/2011 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Direktur
Jenderal Nomor P-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, NIK
yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Nomor P-21/BC/2011 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-
22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, diperlakukan sama seperti  surat

pemberitahuan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3).

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini,
terhadap NIK yang diblokir oleh Direktur Penindakan dan
Penyidikan atas rekomendasi Direktur atau Kepala Kantor
Pabean Setempat yang belum diselesaikan pada saat
Peraturan Direktur  Jenderal ini diberlakukan,
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan
Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-21/BC/2011 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Peraturan Direktur
Jenderal Nomor P-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas.
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BAB XI
PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan
Direktur Jenderal Nomor P-21/BC/2011 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-
22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi
Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1
Juni 2014

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagmﬁ Umum _ .

CLWL@J

Indrajati Nllartml



Jenis Registrasi Kepabeanan
{Dipilih sesuai jenis kegiatan usaha pengguna jasa dan dapat dipilih lebih dan satu pilihan)
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A. Data Umum Perusahaan

1. Bentuk badan usaha :

2. Nama perusahaan :

3. NPWP

4. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

5. Status wajib pajak :

LAMPIRAN |

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAINOMOR PER-  / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI

FORMULIR ISIAN REGISTRAS|I KEPABEANAN
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Hak Pakai / Hak Milik Pribadi
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e. Surat Keterangan Domisili ;
Dikeluarkan cleh
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9. Kedudukan perusahaan ;
D Perusahaan tunggal / berdiri sendiri

E] Sebagai kantor pusat
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Telepon O e O U
Faksimil 0 S I o ) e
newe [T B [ B P OB T BT O]
10. Memiliki sertifikat ISO : .
[] va, sebutkan:
b N S S T 1 T R R 15 U 0 S ) e S Dl S
oot R R Y T (T Y L 0 0 e e
Tanggal(ddmmyyyy) [ T T T T T T T ]
[ Tidak
B. Data Penanggung Jawab dan Pemilik Perusahaan
1. Pimpinan / penanggung jawab perusahaan :
a. 1) Jabatan L o S S5 A O 7 o T 1 0 T OV
2). Nama G0 e N e S ) U e e 2 e | ) 1
L T - 0 D 0 S 0 i 0 N 1 | ] s R
3). Bukti identitas : ] «tP
] wras/kiTap
[] Paspor
(] Lainnya, sebutkan : 6 2 U R T O 1 N O N Y T |
Nomor P e e U 0 ) T R 0 T S Jlel=]
[(CJ  Masa bertaku sampai dengan tanggal @dmmyyyy) [ I T T T T T T 1
[]  seumur hidup
4) Alamat : ST e I ) Y 0 10 T
SR ) T Y e e e 1 R i i i B
B 1 1 € N N 0 i e e e O | N I T
T N e O S Y U e e I [
Kedepos [T T | T ]
. G M5 VO YO0 | 8 s I ) e R O O O ENES S
Kecamalan I U 1 ) A 5 1 i T 12 10 S ) e O
R s, SRS 56 VS 5 55 i 000 9% 9 0 1 0 O o 0 (e T O N e 10
Provinsi R O N I T TN 1 e e
Telepon 60 I e O 1 5 S D
Faksimil R s O 555 5 U O




5) NPWP :
6) Kewarganegaraan :
b. 1). Jabatan

2). Nama

3), Bukl identitas :

Nemor

4) Alamat :

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Telepon
Faksimili

5) NPWP

6) Kewarganegaraan

¢. 1). Jabatan

2). Nama

3). Bukii identitas :

Nomer

4) Alamat :

Kelurahan/Desa
Kecamalan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Telepon
Faksimili

5) NPWP ;

6) Kewarganegaraan :

2. Komisaris / pemilik perusahaan

a. 1). Jabatan

i [ T BY 7T 7]

T T N T o e 1 e T 0 5
55 B ] T U 0 1 T 8 6 ) ) ) A ([
I o s U o I e et 12 S 1 R L O Y O
] «p
[J «xmasikiTap
[] Pasper
[] Lainnya, sebutkan : | I T 1 Y e s 1 T
D R T e o T L 1 i N ) ) 1

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) Ll T 0o 5 ! L
P T T G R R T T S 6 0 G O M
0 5 0 T R0 ) ) S T o o e R 1 ) D 0
R [0 O o o e e o i i e S A ) R O 0 O O O
B I ot R e A DA 1 e N I IO O O

Kode pos [:]:E]:D

T I 0% 3 0 e e U A
PO Vo 1 5 L U G I T 0 O
SER 0 I 0 S L S O O O
I T R TR S 0 T Y O U 8 i
S 5 T T A Y e e Y
3 1288 ) O s 8 2 o |
A
5 L 5 A L B e e, S 0 O [
S 1 ot o (O I U e A A T O 0
5 WL 0, 0 Ul S T ¢ I 9
] ke
[] KITAS/KITAP
[] Paspor
[] Lainnya, sebutkan : T T 9 T A O O 1
S5 LI 0 S ) N AN ) N U N R ) B

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) L3 T L e o |
R B S 0 1 U v O Y s o e i G O |
BT S L ) U e 0 o 5 N JEH==
D U 0 S 1 ) ) e R 6 0 | ]
0 B0 2 s il o 0 o ) 5 O 1O 0 OO ks

Kodepos [T T T 1]

T S T e S 5 O I B 1 i G ]
5 L A N 0 e g ) e A D B
00 ] e, e = N 5l O O O I af=s)
R IS O e T A (T O A O I O
i S R i i e
| S 5 I S i )

I .
i
0B 5 S U I S N WD L, O e




2). Nama

3). Bukti identitas :

Nomor

4) Alamat ;

Kelurahan/Desa
Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Telepon

Faksimili

5) NPWP :

6) Kewarganegaraan ;

b. 1). Jabalan

2). Nama

3). Bukii identitas

Nomor

4) Alamat ;

Kelurahan/Desa
Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi
Telepon
Faksimili

5) NPWP |

6) Kewarganegaraan :

c. 1). Jabatan

2)., Nama

3). Bukli identitas

U O (20 o e O O S O O O

L EL S T T R O T T ) e D 1 T 2

] e

(] KITAS/KITAP

[] Paspor

[J Lainnya, sebutkan - TN T o U S S 1 O N

N I v 0 S U T 6 i N B

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) R (O [ e [ 25 1

T TR W0 25 0 00 e ) A A ) 29 e O

1 S T e M O D 00

D ] i e 7 e O T ) Y o O T O O T I I

S e g R S S S A R R M e =
Kode pos D:[j::[

T T O e e ) ) A Y O ===

R L U gl 57 0 R 5 R S B L 9 ) Y D O R o

S5 A S D U R M 0 e A R 5 36

S U s L e o N EAESrEE

I 1 (5 ) ) e e S

O 1 o (B e

BT I

i

I O S R 0 U S 5 1 | D iy s £

0 1 | e S ) T O ) O N R e

SR S O D 0 0 0 0 55! 205 o O

] «kre

(] kiras/kitap

] Paspor

(] Lainnya, sebutkan: S 2 L GO e S i

5 R S 0 0 1) 0, e s g o = 0 2 A

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) 5T O O ] |

B e o S5 S i 0 ) A 0 e | ) ) 5 e e

R N e s A Y EEEE S E

B S R D N T i A e 10 B o ) | IS =

6T R 0 5 e U O U e e ] 15 s g
Kodepes [ ] T | T ]

O v i B ) 1 O I I 1 ) e

O I 3 ) R O 0 0 i T e e HeEEEEmEs

S S R S T O D M 9 8 | e ! ) i S

S U VRN S I 6 T D M e e ) i e R S ) 1) ) o (9

RS [ (0 5 DA Y () ) ) e 5

N o g e )5 B T

5 i)

i P T U v o B i R | R N R e i

] i L U ) e 9 i e | 1 1 O

U 5 e e [ R o TS 1S N

] ke

[ wiTas/kiTap

D Paspor



Nomor

4) Alamat ;

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota

Provinsi

Telepon
Faksimili
5) NPWP -

6) Kewarganegaraan

3. Tergabung dalam afiliasi kelompok / grup usaha

D Ya, sebutkan nama kelompok / grup usaha -

(] Tidak

4. Struklur organisasi perusahaan :

5. Jumlah karyawan perusahaan saat inj |

C. Data Keuangan Perusahaan

1. Data laporan keuangan perusahaan

Tanggal laporan keuangan (ddmmyyyy)

Periode laporan keuangan (ddmmyyyy)

a. Pendapatan / penjualan

b. Laba/rugi ketor

¢. Beban administrasi dan penjualan

d. Laba/ rugi bersih
€. Asetlancar

. Asel tetap

9. Aset lainnya

h. Total aset

I Hutang jangka pendek

J. Hutang jangka panjang

k. Tolal hutang

l. Telal Modal

a. Nama bank
Nemor rekening
Jenis rekening

Jenis valuta

2. Rekening bank atas nama perusahaan ;

(] Lainnya, sebutkan - 1 T o A ) ol ! [
0 1) U o e 0 8 50 6 i W 2 1 Y
Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) ) T Y i )
[ll!lIIII]JIII[IIIIEFIII]I[!II]
li!ll]l][llIIIIIliIfI?II]fIfII—I
LJTIIIIII[IiIlIlJIFlI[IIIJIIII_f
|_[][]F]}II!]IIFII[JI[JII1I|IFlj
Kedepos [ T T T 1]
]_!JIII]IIfl[llll]lllll]FliliFl]
R i S N 1 Y e e T o S O N 1 Y )
LIJI]I]FIIIIIiIIlI[IFI![lIIif—l_I
LIIJIJ[JJIIIIIIIJIIIIIIII'IIIIIT
5 5 i ) ) 08 et v g e
T 0 O e
S
Y O 0 58 5 b v i T s R e b W AR S
[ > 3 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
[ 3tingkat di bawah pimpinan tertinggi
(] 2 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
(] 1 tingkat di bawah pimpinan tertinggi
(] Lainnya
EEREET TS G
B e s
S T s S 0
e S R Vi) B e S v o 12 v A e W A ey
e B I 2 5 19 0 ) 8 =% 5% 70 i i T S o
e O S 0 P e s S 5 Y
e T S
oo I8 1 O N 8 e 9 [ e
Lo T B ) B I g i 0 o
8 R S S e 0 S |
A P 5 <25 o G i 0 e s ), S A
2. ) YOO O S s S ) T A
) e et 558 58 050 O e ) ) 0 1 |
L R O 02 o s 1 s ) 0 5 e
e D I ) O o U T 9 O
UTHHJHHJHHHHHD
1 ) 5 T B8 T O 0 e e o]
] ain [C] Tabungan [ Lainnya
] Rupian = Valuta Asing



b. Nama bank S [ s ) U Y ) R O O I

Nemor rekening o] 0 T T ) ) ) e ) D ) I A
Jenis rekening ] i [] Tabungan ] Lainnya
Jenis valuta ] Rupiah [J valutaasing

c. Nama bank PR S S T S s e O R T D 9 s T N 1

Nemor rekening

0 T O e T S T o ) ) ) Y O

Giro EI Tabungan D Lainnya

Rupiah [} valuta Asing

Jenis rekening
Jenis valuta

3. Audit akuntan publik ;

gdaad

Pernah, sebutkan nama kantor akuntan publik :

o e o e e T R T T T 1 ) ) S
B S T U s N VO S A O O I O

Hasil audit terakhir oleh akuntan publik :

Tahun laporan D:E:l

Opini [C] Wajar Tanpa Pengecualian

[:] Wajar Dengan Pengecualian
D Tidak memberikan pendapat

(]  Tidak wajar

Tidak

7. Aplikasi sistem akuntansi ; Manual tanpa bantuan komputer Electronic Data Processing (EDP)

D Tidak pernah
4. Audit oleh DJBC : [(] Tiga kali atau lebih (] satukali

E] Dua kali D Belum pernah
5. Audit oleh DJP : (] Tiga kal atau lebin [] satukal

D Dua kali D Belum pernah
6. Memiliki unit audit internal : !:] Ya E]

| O

L =

Manual dengan bantuan komputer Manual dan EDP

8. ljasah kualifikasi kepala bagian / manajer pembukuan (akuntansi ) :

Altintan; pomerregiterftshons (L [ F T T T T

Pasca Sarjana
Sarjana Akuntansi
Sarjana Lainnya
DIl Akuntansi

D Il Lainnya

SLTA

BERFEAAREENEEEE

Lain-lain

D.1, Data Khusus Importir (diisi dalam hal mendaftar sebagai importir)

1. Angka Pengenal Importir (API) :

Nomor

=
-
=

Tanggal (ddmmyyyy) 5 I B Y e R

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Instansi penerbit

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Dinas Perdagangan Provinsi

Lainnya, sebutkan : 0 s e T SRR

Importir Produsen

2. Jenis importir ;

Impontir Umum

BEEEsRE el

Lain-lzin
3. Penandatangan dokumen impor (penanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam API) :

a. 1). Jabatan JlfIIIFIIIIlJIIIIIFIIIJIIJFlIT_I
2). Nama [_JIII|IllIIIII[IIIIF'IIIIIJFJII




3). Bukliidentitas -

Nomer

4) Alamat ;

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kola
Provinsi
Telepon
Faksimili

b. 1). Jabatan

2). Nama

3). Bukii identitas :

Noemor

4) Alamat :

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Telepon
Faksimili

c. 1). Jabatan

2). Nama

3). Bukli identitas :

Nomor

4) Alamat

KTP

KITAS | KITAP

0l

Paspor

Lainnya, sebutkan : U G2 i ) S S ) ) D ! W O O
0 g R 1 I 1 R T S ) 9

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) TR I e e
T T I T R ) S N 05 e O e e e o R U O B
T D 08 T 20 00 B U T ) O 5 15 s e A
B U O L 1) ) R N S U s e R O B T S O O
SV T O T S T R S 1 1 0 S O R I

Kodepos [ [ | T ]

U N ) e e L 1 S S ) O T U T O
R T v o 6 D R, e e e T A ]
R T U S v o 0 0 A e
ST s e v o 0 N S 5 T O T Sne)
I Tl S o 9 5
S5 2 T e A S ) R
6 ) . N A N O i ) et e 0 R S Sk 0 0 o
Bl R 0 g 1 U 1 5 S T 5 O R I R e
5 55 U e e D 0 0N 5 e B 5 A A i 7l
] xre
(] kTAs/KITAP
] Paspor
(] Lainnya. sebutkan R T I 1 L T 1 I
S S O 1 Y e R e

Masa beriaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) T R T ) O O I |
! ) 5 e ) 5 e e 2 T U S 1 A R
I S G O O N 5 B A Y | 5 P 0 0,
S R S 1 ) 0 9 S 1 e S ) O N O 9 B
I T A S O O B ) LT i 0 Y v

Kodepos [T T | 1 ]

S 10 St 5 Y () O L O R e N A | P
S S 6 7 Y 6 ) i e T e,
S R T ) D e e e 5 5 ) S i ) o 2 5=
R S 9 e o v IR T 1 S ) O O R |
6 S ) e e
T O % T 5 % 5 o i i G
00 e e 5 L e S O A RIS A O R ) T e
0 I o i 9 R I 2% o A e ) O O U
55T i T T O 10 e 3 8 7 O S e 5 M
] «p
[ «imas/kimap
] Paspor
[ tainnya, sebutkan I 5 SO L 1 ) O e
556 TR 0 0 o s 13 2 1 1 s

Masa berlaku sampai dengan tanggal (ddmmyyyy) 21 S0 i N1 |
0 5 e R O (O [ I T S 20 O Y O e e
S U5 M 5 i 0 O | A TR S T A e Y 0
8 % 1 ) 0 5 I O 2 555 N O R ) 9 e e S S




I_L[l|llll[|l|1!|]][l![|][111Iil
odepos [T T T

. SRR S IS 3 S i T O 0 o O I B S
Kecamatan TR B g ) 1 N W s T S e S
e e B U I 5 T i L 1S O 5 U DA ) 0 A Y | 5 e
Provinsi 55 T S i R Y T AR S 1 O N S e e O B N FERmEEE
Telepon Y S () O e 1 U
Faksimil A 5 e e S v o 5 0 e
4. Jenis usaha atau jenis bagian barang yang dapatdimpor [ 1 | 1 1 | T 1 ] 50 T [ I i 1 ) 0 o
5 ) s e S o D =]
(s 1 ) R X T L O 5 O B 9 =]
5. Pemenuhan kewajiban kepabeanan (] Diselesaikan sendiri

[] Dikuasakan

L—_| DCiselesaikan sendiri dan dikuasakan

Apabila ada yang dikuasakan, sebutkan PPJK :

a. NPWP
Nama 6% 5 5 1 D 9 |
5 R e )
b. NPWP
Nama 0 %0 O 3 N 0 T |
i O i
¢ NPWP
Nama

l_LllIIIII[i[IIII]IFIIfIlIiliIT_I

8. Media yang dipergunakan untuk menyelesaikan PIB ;

[] POE tmpenir. sebutkan Nomor PDE Kepabeanan: o[ T [ T T ] 0w i D o O R ETESEE
i T IS O T O T |
L TR I 0 S 3 [ S VS ) B
(] roEPPIK
[] Disket
] Manual
7. Menmiliki ahii kepabeanan :
(3 va, sebutkan: a. Nama 0 D 0 2 B v T 10, 5 P et i
Jabatan TR A W s i e R T 0 0 e o ) e
Memmesdonmmue. L P F T T T T T T R 1 )
Nomor sertifikat 152 7601 v i 0 1 VS e
Tanggal (ddmmyyyy) B 1 ) g g
b. Nama I T T i ) 1 OO (T
Jabatan ) 9 O 5 T L0 8 )
Nomorserisetiikst [T | | T T ] o 1T o R S | T S,
Nomor seifikat % 8 I i e e B 0 | )
Tanggal (ddmmyyyy) S S I o
] Tigax
8. Memilki fasiltas kepabeanan dalam rangka impor :
[ e sebutkan (dapat dipilih lebih dari satu) :
[] Fasiitas Kawasan Berikat dowee L T T T F T T 57 T ) o e
[C] Fasiitas Gudang Berikat i 0 B, 122 155 56 ) s e 2 1 7 )
[ Fasiitas kiTe i 5 R T R 0 0 0 O e i 2
(] Fasiitas BkPM e R 6 T T S00 O I S N W s
[ Fasiitas Barang Perminyakan ot 051 9 N vl 0 I e




D Fasilitas lainnya, sebutkan :

[ Tidak
9. Tergabung dalam asosiasi usaha importir -

[] va, sebutkan nama asosiasi :

Tanggal lerdaftar (ddmmyyyy) i T s

] Tigax
10. Kemediti utama yang diimpor :
a, D Rencana (untuk komoditi yang belum diimpor) : D Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diimpor) :
Uraian singkat barang R I U o ) o e Y 5 S 0 S e ¢
Nomeor HS enam digit petama EEI:]:D:
b. Ej Rencana (untuk komediti yang belum diimpor) ; D Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diimpor) :
Uraian singkat barang T R U G 55 G ) S e i e R |

Nomor HS enam digit petama m

€ D Rencana (untuk komoditi yang belum dimpor) : D Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diimpor) :

Uraian singkat barang S o e e e i T
Nomor HS enam digit pedama !:Ef:]:]:lj

D.2. Data Khusus Eksportir (diisi dalam hal mendaftar sebagal eksportir)

1. Memiliki izin ekspor dari instansi pemerintah :

(]  va, sebutkan:

bl o S O B S S 1 0 0 0 1 e S o) 50 e e B
i SRR IS 66 S 0005 ) o e e i 1 o g et |
Hommeguiiaan = L e Tl L T i
tanggal (ddmmyyyy) S EEE R
[ Tidak
2 Pemenuhan kewajiban kepabeanan: [ ] Diselesaikan sendii

D Dikuasakan

[] Doisetesaikan sendiri dan dikuasakan

Apabila ada yang dikuasakan, sebutkan PPJK :

a. NPWP m—] I_m_| | B
Nama L_I_lllIII]IJII]JIiIIflI[IfII]JF]

[ilIlJIl[I[IIIli[II!IlIIifJIJi_[
b. NPWP L]@'][_—m|

Nama LTIIIIJiIfI[II]liI[IIIII[l!II—[_l

c. NPWP

Nama

3. Media yang dipergunakan uniuk menyelesaikan PEB :

E] PDE Eksportir, sebutkan Nomar PDE Kepabeanan : ¥ ST N o e F. | T o TS s
7% 19 O ) = 5 i el B R ) e Y ) [ ]
% [ 2 I o ) [ T ENEEEREE S

(] roEPPK



[C] Disket
D Manual

4. Memiliki ahli kepabeanan :

[ Ya, sebutkan : a Nama 0 Y O e e R R T T S Y e
Jabatan T Y ) O R ) O O 3 1
RS T e T R ) P K ) I
Nomor sertifikat o e ) R G
| Tanggal (ddmmyyyy) 58 5 ) 0 |
b. Nama TR T T O T S S A 1 0 e e e B 0 O
Jabatan A e L S e U R O
i i SR O IS R Y L 5 A T S O O
Nomor sertifikat IS e T e A ) A T O
Tanggal (ddmmyyyy) B e e R SR P
] Tidak
§. Tergabung dalam asosiasi usaha eksportir -
(] Ya, sebutkan nama asosiasi :
LSRR L ) O R T | T U e e e 7 M) B 5 O U G N
Tanggal terdaftar (ddmmyyyy) Y 2 ol
LT I N S i T Y 0 O | it I
Tanggalterdaflar (ddmmyyyy) [T [ 1 | | [ 1 )
[] Tidak
6. Komodili utama yang diekspor :
a.[ ] Rencana (untuk komoditi yang belum diekspor) : [C] Realisasi (untuk komoditi yang sudah pernah diekspor) :
Uraian singkat barang T T T I PR D G U, T
Nomor HS enam digit pertama i S e
b.[ ] Rencana (untuk komoditi yang belum diekspor) : [C] Realisasi (untuk kemoditi yang sudah pernah diekspor) ;
Uraian singkal barang R D T R T e N o S e e e
Nomor HS enam digit pertama B i e = i,
¢.[] Rencana (untuk komodii yang belum diekspor) : [C] Realisasi (untuk komoditi yang sudah pemah diekspor) :
Uraian singkat barang 0! BT R 3% o 1 e G N ) 9 1 )
Nomor HS enam digit pertama S S
D.3. Data Khusus PPJK (dlisi dalam hal mendaftar sebagai PPJK)
1. Perizinan sebagai PPJK :
a. Nomor Pokak PPJK O v s Y 0 O O R T 5 B
b. Nomor Surat Keputusan SIS R T e ) ) O T D M 1 o e S [
Tanggal(ddmmyyyy) [T T T T [ | T ]
€. Nomor Surat Keputusan Perubahan terakhir 5 15 I e 0 O i e ) ) ] O o i fisd]
Tanggal(@dmmyyyy) [T T [ 1 [ T 1]
2. Ahli kepabeanan :
a. Nama S T 1 O i i 5 o ) T e 0 e
2 I A 5 ) ) W e (R R
Jabatan B 2 T 0 99 0 0 e A G T A Y e e
Alamat R T M T 3, 2 5 S TR T 1 s Y P
T 5 1 O 9 S e e O T T S e S
) Y I 5 i T U5 R e 0 S S )
S 1 o S P o 0 T A T 6 O A O
kodepos [T T T
oot SRR U5 2 U O 5 o I 5 S W T e S
Kecamatan R T O S B 5 R L 5 5 v VS U B s L




Kabupaten/Kota
Provinsi
Telepon
Faksimili

Nomor seri sentifikat

Nomer serdifikat

b. Nama

Jabatan

Alamat

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Telepon
Faksimili

Nomor seri sentifikat

Nomor sertifikat

c. Nama

Jabatan

Alamat

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Telepon
Faksimili

Nomor seri serifikat

Nomor sertifikat

3. Memiliki pelanggan utama :
D Ya, sebutkan :

a. NPWP
Nama

b. NPWP
Nama

c. NPWP

Nama

l![lf]llllli]IllilillllIlIll[l?
I_i[IIJIJIIIEIIIII]I[IiIIlEIle]
| 5 19N 0 I I e S e
R o o S 0 O ) B s o |
Lii[iliI!III[][!III]!Ii!I1II!T_]
I_L[]!JIIIEI!J!IIIIIIIIfJIIIIIiW
Tanggal(ddmmyyyy) [T T T [ [ T T |
I_JFJIiIJIIII]IJIIIIII![J!IJII1_I
I_LII][JEIIIJEJIIII]I[IirJI[I!I]
l_liJI]IIIIII]Il![llr[1!|1}|!|!1
[_!JIIIIllri[IIIIJIIIIIIIIJPJi[_I
LiHJHIJ!JIHHIHHI[JIIIHD
[jllllllrlII[I[lfII[IIIIIrJIIJI
[_LIIJIIIIJIIII[[IIJIIIIII!]PIJI
Kodepos [ T T 1 1]
L{IIIII]IIfIIIIJFI!fI]III[IEID
LE|IJIIIJI!rIIIrJIIJIIIIIIFJII—I
[IEIIII]llliIIIIIJIIIIrIlllrIi—l
[jl!l[]fllll[l!JIIJi[lifliIJfD
(O e S NG
S 5 ) 5 8
L_JIIIIIJIiIllII]fJIIIJfIII]fIﬁ
L_J_Irlflrllll[J!IIflI[IllllliI]_]
Tanggal(ddmmyyyy) [T T 1 1 T 11
ljlil!IIJHHJH]HJHJHJ[H‘D
U_[JI]IJIIIFJIIIJIIIIIIIFIIJJD
L_J_!IFIEIIII!IIIJIIIFIJ!IIIJIII_f
ulIJHIrlrjlirlrulijl!irJIJT‘I
L_LIIlIilFIII[I!lllliflillilrllj
EI_JrllJl!JiJ[iIIiIJ!rliFJII'I]:!
EIIJrIJH!JHH!HHJIHH!ID
Kedepos [T T T 1]
L_L]lJIIIIJIJrJ]IIrIIrlijlilif_]_J
[__LJIIIJ[JIIIIJIrlrJI!JJ!IlrlI_I_]
DJIHIHI!HHJJ_JHrllflrllli_!
L__LJ!I!JrJJlJIiHfriirilrlrlrlﬁ
O v 1o B 7 % o i e
O P P
LT!|iliJfllll!llllilifllrlrlm
I__Ifllillr!lllrilllrllrllliIJFl_]
Tanggal (ddmmyyyy) [T [ ] T ] EREE

il

[

[
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] ‘ridak

4. Mempunyai usaha lain selain sebagai PPJK, Importir, Eksporir atay Pengangkut :

[J vasebuwan: o T TT T I I T T I I TTTITTITITT] T O
€l U0 B 0 L %, O 16 s M 6, e i D T R W O
O R I T N 2 (O o B 085 0 o G S ) e e 9 DR

] Tidek

5 Memiliki Nomor PDE Kepabeanan (EDI/ Number) ;

[C]  vYa, sebutkan : o o VB A 9 5 ) R o 8 EEE
b[]i[l[]]iill[![IIJI[IIIJIII
cL[[IIII]IIII]IIIIIf]l!l!ilJ

[ Tidak

6. Tergabung dalam asosiasi usaha PPJK :
[C] va, sebutkan nama asosiasi :
a-[]IIIIIIIIIIIIIIIllfIIIIT
Tanggal terdattar (ddmmyyyy) =) I R
b[_lll[lllill[]lllf[iIIIEII]
Tanggal terdaftar (ddmmyyyy) IEl5g) I Ji= =]
(] Tidak
D-4. Data Khusus Pengangkut (diisi dalam hal mendaftar sebagal Pengangkut)
1. Jenis usaha angkutan :
l___] Angkutan air
Nomor perizinan P I N B A I ) i Ji 255 ) i | | e
Tanggal (ddmmyyyy) [ ]| [ pEE|
[]  Angkutan udara
Nomor perizinan N (00 1 O 1 i il T EE ) [ [ 11
Tanggal (ddmmyyyy) [ | I faalie]
D Angkutan darat
Nomor perizinan % e s e | T ] I (=]
Tanggal (ddmmyyyy) [ | | [ o
2. Sarana pengangkut yang dimiliki

Sarana pengangkut air :

& ) Hemassmnspugiigdt T T T LT | T i [ e

2) Nomor register I R e Pae— |

3) Kapasitas muatan - Penumpang (orang) 0 W Y el
Barang (MT) T A

4) Jenis trayek [J  Tidak terjadwal
(] Teriadwal, dengan rute ;  Dari 1) T T [T I i

Ke = G S ) [ |5

o 1) Nams saranapsegangkt [T 1T 1 T T T T 11 B R S R 0 0 3 O i) [ fose=]

2) Nomer register G155 B e 1 G o g ) et 3|

3) Kapasitas muatan : Penumpang (orang) L__]j]:f:]:’

Barang (4T 1 e e

4) Jenis trayek [J  Tidak terjadwal

[ Teriadwal, dengan rute :  Dari VU T T 1 T o Tl =T
Ke ) 19 S ) | 4, B
¢ 1) Nama sasanapengangkt [T T T T 1T T7] U5 5 3 [T iy |

2) Nomor register S ) e D SRS

3) Kapasitas muatan : Penumpang (orang) D:DID
Barang o



4) Jenis trayek D Tidak terjadwal

[: Terjadwal, dengan rute :  Dari 0 O 1 5 O e (= s e e

Sarana pengangkut udara ;

W e S R S T A O 6 ) e B2 S N A P e e
2) Nomor register B G 9 O U e e
3) Jenis sarana pengangkut [ ] Penumpang (] «amgo
9 Tpesarenapengangst [T T T T 1T T I T T TITT T
5) Jenis trayek (] Tidak terjacwal
[ Terisdwal. denganrute: Dai [T T S R S O R N
Ke 5 S i 0 e N S ) 5 5
Sl e O N ) s I W e D S B
2) Nomor register 1 8 O s 2 S i O O O
3) Jenis sarana pengangkut [ ] Penumpang [ «xargo
4) Tipe saranapengangkst [ | | T T T ] T ) ) e
5) Jenis trayek [ Tidak terjadwal
[J Terjadwal, dengan rute -  Dari N S ) I s i 3 Y R 5 e 1|
Ke I_ll]!liff[]fllllii—f
¢ 1) Nama sarana pengangkut [T | T [ T T TJ 52 5 i 6 e e e LT
2) Nomor register S 1 ¢ 5 I
3) Jenis sarana pengangkut (] Penumpang [} kargo
4) Tipasermnspengangt [T T [ T LT SRS
5) Jenis trayek ] Tidak terjadwal
[  Terjadwal, dengan rute - Dari P T 0 v I 0 T 0 e ) e
Ke I_LIIJIIIJIIIIIIPIE

Sarana Pengangkut darat

a. Trailer, jumiah (unit) - 665 76 S|
b. Mobil bak tertutup / terbuka, jumlah (unit) : DIEED
¢. Lainnya, jumlah (unit) ; D:D:Dj

3. Tergabung dalam asosiasi usaha pengangkut :

E:] Ya, sebutkan nama asosiasi :

a.L_J_I]]Ji]flf]lfi|f]]ﬂ[l'[]f]_l__f
Tanggal terdaftar (ddmmyyyy) B S e i
b-J_TII!JIIIIIIfl!f]l!li!ll!li—f__—J

Tanggal terdafiar (ddmmyyyy) I [ [ [ ] ]
] Tidak



PETUNJUK PENGISIAN :
FORMULIR ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN
(LAMPIRAN 1)

Jenis Registrasi Kepabeanan

Diisi sesuai jenis kegiatan usaha pengguna jasa dan dapat dipilih lebih dari satu pilihan yang
tersedia.

A. Data Umum Perusahaan

g

Bentuk badan usaha

Diisi bentuk badan usaha sesuai akta pendirian / akta perubahan terakhir perusahaan.

. Nama perusahaan

- Diisi nama perusahaan sesuai akte pendirian / akte perubahan terakhir perusahaan.
- Tanpa diawali atau diakhiri dengan bentuk badan usaha.

- Diisi dengan menggunakan huruf kapital.

. NPWP
- Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam Kartu
NPWP. :
- Cukup ditulis angkanya saja, tidak perlu disertai dengan tanda baca pemisah (“.” atau
wey,
. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Diisi sesuai kode dan uraian KLU yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar dari
Direktorat Jenderal Pajak yang dimiliki perusahaan.

. Status wajib pajak

- Diisi status wajib pajak perusahaan.

Status “Pengusaha Kena Pajak” harus dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP).

. Alamat perusahaan

a. Kantor :

- Alamat : Diisi sesuai dengan alamat kantor perusahaan, meliputi nama komplek,
nomor blok, nama dan nomor jalan serta RT/RW.

- Kelurahan/desa : Diisi nama kelurahan/desa di mana kantor berlokasi.

- Kecamatan : Diisi nama kecamatan di mana kantor berlokasi.
Kabupaten/kota : Diisi nama kabupaten di mana kantor berlokasi

- Provinsi : Dipilih sesuai nama provinsi di mana kantor berlokasi.

- Kode pos : Diisi 5 angka kode pos sesuai alamat kantor.

- Nomor telepon : Diisi nomor telepon kantor. .

- Nomor faksimili : Diisi nomor faksimili kantor.

- Status penguasaan : Dipilih salah satu sesuai status penguasaan lokasi kantor,
dengan catatan ;

v Status "Hak Guna Bangunan” harus dibuktikan dengan sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGB) atas nama perusahaan.



v/ Status “Sewa” harus dibuktikan dengan perjanjian sewa-menyewa yang
disahkan oleh notaris, bukti pembayaran / hutang sewa dan catatan dalam
pembukuan.

v/ Status ‘Hak Pakai / Hak Milik Pribadi" harus dibuktikan dengan t_zukti
penyerahan atau perjanjian pakai dari pemilik lokasi kantor ke pihak
perusahaan.

b. Pabrik/Gudang/Perkebunan/Peternakan/Cabang/Lain-lain :

Diisi sesuai jumlah pabrik/gudang/perkebunan/peternakan/cabang yang dimiliki
perusahaan.

Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,
kode pos, nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi usaha sama
dengan tatacara pengisian kantor.

NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum
dalam Kartu NPWP pabrik/gudang/perkebunan/peternakan/cabang/lokasi lain
perusahaan selain lokasi kantor.

7. Status investasi

Diisi status investasi perusahaan yang harus dibuktikan dengan persetujuan dari
instansi yang berwenang, misalnya :

- Untuk PMA/PMDN dibuktikan dengan izin BKPM (Izin Prinsip/IUI/IUT).

- Untuk Non PMA/PMDN dibuktikan dengan izin dari Kementerian Perdagangan
(SIUP).

8. Dokumen perizinan

a. Akta pendirian perusahaan

Nomor dan tahun : Diisi dengan nomor dan tahun akte pendirian perusahaan,

Untuk bentuk badan usaha yang sesuai perundang-undangan tidak memerlukan
akta pendirian, diberikan pengecualian sebagai berikut

v' Apabila UD agar diisi dengan nomor dan tahun SIUP.,

v Apabila koperasi agar diisi dengan nomor dan tahun pendaftaran ke
Kementerian Koperasi.

¥ Apabila Badan Usaha Tidak Tetap agar diisi dengan nomor dan tahun kontrak
karya.

Nama notaris dan kota : Diisi dengan nama notaris dan kota wilayah kerja notaris

yang menerbitkan akta pendirian perusahaan (diisi apabila memiliki akta
pendirian).

SK Pengesahan akta : Diisi nomor dan tanggal surat pengesahan atas akta
pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM atau instansi terkait (diisi apabila
memiliki akta pendirian).

b. Akte perubahan terakhir

Diisi apabila perusahaan sudah memiliki akta perubahan.
Tatacara pengisian sesuai dengan tatacara pengisian akta pendirian perusahaan.

Apabila akte perubahan terakhir tidak memuat perubahan susunan pengurus,

lampirkan juga akte perubahan terakhir yang memuat perubahan susunan
pengurus.

c. SIUP atau Izin Prinsip/IU/IUT

Dipilih salah satu antara SIUP atau Izin Prinsip/IUINUT.
Diisi nomor dan tanggal SIUP atau Izin Prinsip/IU/IUT sesuai pilihan.



d. TDP/TDUP/TDI

- Dipilih salah satu antara TDP, TDUP atau TDI.
Diisi nomor dan tanggal TDP, TDUP atau TDI sesuai pilihan.

e. Surat Keterangan Domisili

Diisi nama instansi pemerintah lembaga penerbit, nomor dan tanggal Surat
Keterangan Domisili.

9. Kedudukan perusahaan

Diisi sesuai kedudukan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam TDP, Surat
Keterangan Terdaftar dan/atau SP PKP.

Dalam hal mendaftar sebagai cabang, maka data alamat dan NPWP kantor pusat
harus diisi.

Dalam hal tidak ada dokumen pendukung, maka diisi sebagai perusahaan
tunggal/berdiri sendiri.

10. Kepemilikan sertifikat ISO

Diisi “Ya" serta nama lembaga penerbit, nomor dan tanggal sertifikat ISO dalam hal
perusahaan memiliki salah satu sertifikat 1ISO.

Diisi “Tidak" dalam hal perusahaan tidak memiliki sertifikat ISO.

ISO yang diisi adalah ISO atau sertifikasi mengenai manajemen mutu produk atau
layanan,

B. Data Penanggung Jawab dan Pemilik Perusahaan
Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan
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Diisi sesuai jumlah pimpinan/penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam
akte pendirian/akte perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.

Jabatan : Diisi nama jabatan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
Nama : Diisi nama pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai jabatannya.

Bukti identitas : Dipilih/diisi sesuai jenis, nomor dan tanggal akhir masa berlaku bukti
identitas pimpinan / penanggung jawab perusahaan.

Alamat : Diisi alamat pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai dengan bukti
identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status
penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor

NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP pimpinan/penanggung jawab sesuai yang
tercantum dalam Kartu NPWP.

Kewarganegaraan : Diisi kewarganegaraan pimpinan/penanggung  jawab
perusahaan.

. Komisaris/Pemilik/Sekutu

Diisi sesuai jumlah komisaris/pemilik/sekutu perusahaan yang tercantum dalam akte
pendirian/akte perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.

Jabatan : Diisi nama jabatan komisaris/pemilik/sekutu perusahaan.
Nama : Diisi nama komisaris/pemilik/sekutu perusahaan sesuai jabatannya.

Bukti identitas : Dipilih atau diisi sesuai jenis, nomor dan tanggal akhir masa berlaku
bukti identitas komisaris/pemilik/sekutu perusahaan.

Alamat . Diisi alamat komisaris/pemilik/sekutu perusahaan sesuai dengan bukti
identitas. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status penguasaan lokasi usaha
sama dengan tatacara pengisian kantor



NPWP : Diisi 15 (lima belas) angka NPWP komisaris/pemilik/sekutu sesuai yang
tercantum dalam Kartu NPWP,

Kewarganegaraan : Diisi kewarganegaraan komisaris/pemilik/sekutu perusahaan.

3. Tergabung dalam afiliasi kelompok/grup usaha

Dipilih “Ya" dan diisi nama kelompok/grup usaha apabila perusahaan tergabung
dalam afiliasi kelompok/grup usaha.

Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak tergabung dalam afiliasi kelompok/grup
usaha.

4. Struktur organisasi perusahaan

Dipilih sesuai jumlah tingkatan organisasi di bawah pimpinan tertinggi perusahaan.

Apabila pengguna jasa merupakan perorangan agar dipilih “Lainnya”.

5. Jumlah karyawan perusahaan saat ini

Diisi sesuai jumlah karyawan perusahaan (tetap atau kontrak).

Data Keuangan Perusahaan

il

Data laporan keuangan perusahaan

Diisi sesuai data yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir perusahaan.
Tanggal laporan keuangan : Diisi tanggal laporan keuangan perusahaan dibuat.

Periode laporan keuangan : Diisi tanggal awal dan tanggal akhir periode laporan
keuangan perusahaan.

Pengisian data angka laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

v' Tanpa menggunakan tanda pemisah “." maupun “,”.
v' Angka pecahan di belakang koma dibulatkan ke atas.

v Data laporan keuangan yang menunjukkan nilai negatif harus diawali dengan
tanda baca “-“ (minus).

v" Diisi dengan menggunakan mata uang rupiah.

Pendapatan/penjualan : Diisi angka pendapatan bersih apabila merupakan
perusahaan jasa dan/atau angka penjualan bersih apabila merupakan perusahaan
perdagangan / produsen.

Laba/rugi kotor : Diisi angka laba/rugi kotor yang merupakan selisih
pendapatan/penjualan dengan harga pokok penjualan.

Beban administrasi dan penjualan : Diisi angka beban administrasi dan penjualan
dan/atau beban-beban yang tidak berkaitan langsung dengan pendapatan/penjualan.

Laba / rugi bersih : Diisi angka laba/rugi bersih setelah pajak (apabila pajak
dibayar/diakui).

Aset lancar : Diisi angka total aset lancar.

Aset tetap : Diisi angka total aset tetap.

Aset lainnya : Diisi angka total aset lainnya (selain aset lancar dan aset tetap).
Total aset : Diisi jumlah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

Hutang jangka pendek : Diisi angka total hutang jangka pendek/hutang lancar.,

Hutang jangka panjang : Diisi angka total hutang jangka panjang. Apabila perusahaan
memiliki hutang/kewajiban lainnya maka total hutang/kewajiban lainnya tersebut
dimasukkan dalam total hutang jangka panjang.

Total hutang : Diisi angka total hutang (hutang jangka pendek dan hutang jangka
panjang).



2. Rekening bank atas nama perusahaan
- Diisi sesuai jumlah rekening bank yang dimiliki perusahaan.

Diisi nama bank, nomer rekening, jenis rekening dan jenis valuta rekening bank atas
nama perusahaan.

3. Audit akuntan publik

- Audit akuntan publik adalah audit terhadap perusahaan yang dilakukan oleh akuntan
publik dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan
perusahaan.

Dipilih “Pernah” dan diisi nama akuntan publik, tahun laporan dan opini atas _hasil
audit akuntan publik apabila perusahaan pernah diaudit oleh kantor akuntan publik.

- Dipilih “Tidak" apabila perusahaan belum pernah diaudit oleh kantor akuntan publik.
4. Audit DJBC

Audit DJBC adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap perusahaan.

- Dipilih sesuai dengan jumlah surat penetapan atau rekomendasi hasil pelaksanaan
audit DJBC terhadap perusahaan.

5. Audit DJP

- Audit DJP adalah audit di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak terhadap perusahaan.

- Dipilih sesuai dengan jumlah surat penetapan atau rekomendasi hasil pelaksanaan
audit DJP terhadap perusahaan.

6. Memiliki audit internal

- Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi
perusahaan.

- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki unit audit internal dalam struktur
organisasi perusahaan.

7. Aplikasi sistem akuntansi

Dipilih sesuai jenis penyelenggaraan pembukuan yang diterapkan oleh perusahaan.

Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program umum dalam

komputer (misalnya Microsoft Office), maka dipilih “Manual dengan bantuan
komputer”.

- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi
akuntansi dalam komputer (misalnya MYOB), maka dipilih “Manual dan EDP".

- Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi
akuntansi yang khusus untuk perusahaan tersebut dengan menggunakan server
komputer sendiri, maka dipilih “Electronic Data Processing (EDP)".

8. ljazah Kualifikasi kepala bagian/manajer pembukuan (akuntansi)

Dipilih sesuai kualifikasi kepala bagian/manajer pembukuan (akuntansi) perusahaan.

D.1. Data Khusus Importir
1. Angka Pengenal Importir (API)

Diisi nomor, tanggal dan instansi penerbit API yang dimiliki perusahaan.,
2. Jenis importir

- Dipilih sesuai jenis API yang dimiliki perusahaan.

- Dalam hal API yang dimiliki merupakan AP| Produsen namun perusahaan belum /
tidak memiliki pabrik, maka jenis importir agar dipilih “Lain-lain”.



3. Penandatangan dokumen impor (penanggung jawab sebagaimana yang tercantum
dalam API)

Diisi sesuai jumlah penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam API.

- Jabatan . Diisi nama jabatan pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai yang
tercantum dalam API.

- Nama : Diisi nama pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai jabatan yang
tercantum dalam API,

- Bukti identitas : Dipilih/diisi sesuai jenis, nomor dan tanggal akhir masa berlaku bukti
identitas pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

- Alamat : Diisi alamat pimpinan/penanggung jawab perusahaan sesuai dengan bukti
identitas yang bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status
Penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor.

4. Jenis usaha atau jenis bagian barang yang dapat diimpor sesuai AP|

- Jika importir produsen, diisi jenis izin usaha atau bidang usaha yang tercantum dalam
API.

Jika importir umum, diisi jenis bagian barang yang dapat diimpor (BAG ... [HS NO. ...
s/d ...]) sesuai yang tercantum dalam AP|.

5. Pemenuhan kewajiban kepabeanan

- Dipilih sesuai cara pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan/akan
dilakukan oleh perusahaan.

- Apabila pemenuhan kewajiban kepabeanan ada yang dikuasakan, maka data NPWP
dan nama PPJK harus diisi

6. Media yang digunakan untuk menyelesaikan PIB

- Dipilih  sesuai media yang digunakan/akan digunakan dalam penyelesaian
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

- Jika media yang digunakan dalam penyelesaian PIB adalah PDE Importir, maka
nomor PDE Kepabeanan harus diisi.

7. Memiliki ahli kepabeanan

Dipilih “Ya" apabila perusahaan memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai
ahli kepabenan.

Dipilih “Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi
sebagai ahli kepabenan

- Kualifikasi sebagai ahli kepabeanan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat ahlj
kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
(BPPK) Kementerian Keuangan.

- Apabila memilih “Ya” maka nama, jabatan, nomor seri dan nomor sertifikat ahli
kepabeanan terkait harus diisi.

8. Memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor
Dipilih “Ya" apabila perusahaan memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka impor,

Dipilih “Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki fasilitas kepabeanan dalam rangka
impor,

Apabila memilih “Ya" maka nama fasilitas kepabeanan harus dipilih dan nomor surat
keputusan pemberian fasilitas terkait harus diisi (dapat lebih dari satu)

9. Tergabung dalam asosiasi usaha importir

- Dipilih “Ya” apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang impor.

- Dipilih “Tidak" apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
impor.




Apabila memilih “Ya" maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota
asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

10. Komoditi utama yang diimpor

- Diisi dengan uraian singkat barang yang dapat menunjukkan jenis barang secara
spesifik serta 6 (enam) digit pertama nomor HS sesuai yang tercantum di dalam API.

- Setiap isian komoditi harus dipilih antara :
¥ "Rencana” apabila komoditi tersebut belum pernah diimpor, atau :
v “Realisasi” apabila komoditi tersebut sudah pernah diimpor.

D.2. Data Khusus Eksportir
1. Memiliki izin ekspor dari instansi pemerintah

- Dipilih “Ya" apabila perusahaan memiliki izin ekspor (atas komoditi tertentu) dari
instansi pemerintah.

- Dipilih “Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki izin ekspor (atas komoditi tertentu)
dari instansi pemerintah.

- Apabila memilih “Ya” maka nama instansi penerbit, nama perizinan, nomor perizinan
dan tanggal perizinan tersebut diterbitkan harus diisi.

2. Pemenuhan kewajiban kepabeanan

- Dipilih sesuai cara pemenuhan kewajiban kepabeanan yang dilakukan / akan
dilakukan oleh perusahaan.

- Apabila pemenuhan kewajiban kepabeanan ada yang dikuasakan, maka data NPWP
dan nama PPJK harus diisi.

3. Media yang digunakan untuk menyelesaikan PEB

- Dipilih sesuai media yang digunakan/akan digunakan dalam penyelesaian
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

- Jika media yang digunakan dalam penyelesaian PEB adalah PDE Eksportir, maka
nomor PDE Kepabeanan harus diisi.

4. Memiliki ahli kepabeanan

- Dipilih “Ya" apabila perusahaan memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi sebagai
ahli kepabenan.

- Dipilih “Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki pegawai tetap dengan kualifikasi
sebagai ahli kepabenan.

- Kualifikasi sebagai ahli kepabeanan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat ahli
kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
(BPPK) Kementerian Keuangan.

Apabila memilih “Ya" maka nama, jabatan, nomor seri dan nomor sertifikat ahli
kepabeanan terkait harus diisi.

5. Tergabung dalam asosiasi usaha eksportir
- Dipilih “Ya" apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang ekspor.

- Dipilih “Tidak" apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
ekspor.

Apabila memilih “Ya" maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota
asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).



6. Komoditi utama yang diekspor

- Diisi dengan uraian singkat barang yang dapat menunjukkan jenis barang secara
spesifik serta 6 (enam) digit pertama nomor HS.

- Setiap isian komoditi harus dipilih antara :
v' "Rencana” apabila komoditi tersebut belum pernah diekspor, atau :

v' “Realisasi” apabila komoditi tersebut sudah pernah diekspor.

D.3. Data Khusus PPJK

1is

Perizinan sebagai PPJK
- Nomor Pokok PPJK : Diisi Nomor Pokok PPJK.

- Nomor dan tanggal Surat Keputusan : Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan
sebagai PPJK.

- Nomor dan tanggal Surat Keputusan Perubahan terakhir : Diisi nomor dan tanggal
Surat Keputusan Perubahan terakhir sebagai PPJK (apabila ada).

. Ahli kepabeanan

- Diisi sesuai jumlah ahli kepabeanan yang terdaftar / dimiliki oleh perusahaan.
- Nama : Diisi nama ahli kepabeanan.
- Jabatan : Diisi jabatan ahli kepabeanan dalam perusahaan.

- Alamat : Diisi alamat ahli kepabeanan sesuai dengan bukti identitas yang
bersangkutan. Tatacara pengisian alamat, kelurahan/desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, kode pos nomor telepon dan faksimili serta status
penguasaan lokasi usaha sama dengan tatacara pengisian kantor.

- Nomor seri sertifikat : Diisi nomor seri sertifikat ahli kepabeanan.
- Nomor sertifikat : Diisi nomor sertifikat ahli kepabeanan.

. Memiliki pelanggan utama

- Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki pelanggan (custumer) utama dalam
usahanya sebagai PPJK,

- Dipilih “Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki pelanggan (custumer) utama dalam
usahanya sebagai PPJK.

- Apabila memilih “Ya" maka NPWP dan nama pelanggan utama harus diisi.
Mempunyai usaha lain selain sebagai PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut

- Dipilih “Ya" dan diisi jenis usaha apabila perusahaan memiliki usaha lain selain
bidang usaha PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut.

- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki usaha lain selain bidang usaha
PPJK, Importir, Eksportir atau Pengangkut.

. Memiliki Nomor PDE Kepabeanan (EDI Number)

- Dipilih “Ya" dan diisi Nomor PDE Kepabeanan apabila perusahaan memiliki Nomor
PDE Kepabeanan.

- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak memiliki Nomor PDE Kepabeanan.
Tergabung dalam asosiasi usaha PPJK

- Dipilih "Ya" apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
pengurusan jasa kepabeanan.

- Dipilih “Tidak” apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
pengurusan jasa kepabeanan.

- Apabila memilih “Ya" maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota
asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu)




D.4. Data Khusus Pengangkut
1. Jenis usaha angkutan
- Dipilih sesuai jenis usaha angkutan (dapat lebih dari satu).

- Nomor perizinan dan tanggal : Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha angkutan
terkait yang dimiliki perusahaan.

2. Sarana pengangkut yang dimiliki :
a. Sarana pengangkut air
Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki.

Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang
tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut.

- Nomor register : Diisi nomor register sarana pengangkut.

- Kapasitas muatan : Diisi jumlah kapasitas maksimal penumpang (orang) dan / atau
barang (dalam MT).

Jenis trayek : Dipilih antara “Tidak terjadwal” atau “Terjadwal”. Apabila dipilih
“Terjadwal" maka harus diisi rute trayek.

b. Sarana pengangkut udara
- Diisi sejumlah sarana pengangkut yang dimiliki.

- Nama sarana pengangkut : Diisi nama sarana pengangkut sebagaimana yang
tercantum pada lambung / badan sarana pengangkut.

- Nomor register : Diisi nomor register sarana pengangkut.
Jenis sarana pengangkut : Dipilih antara ‘Penumpang” atau “Kargo”.
Tipe sarana pengangkut : Diisi sesuai tipe sarana pengangkut.

- Jenis trayek : Dipilih antara “Tidak terjadwal” atau “Terjadwal’. Apabila dipilih
“Terjadwal” maka harus diisi rute trayek.

c. Sarana pengangkut darat
- Diisi sesuai jenis dan jumlah sarana pengangkut yang dimiliki.
- Dapat diisi untuk lebih dari satu jenis sarana pengangkut.
3. Tergabung dalam asosiasi usaha pengangkut

Dipilih “Ya" apabila perusahaan tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
pengangkutan.

- Dipilih “Tidak" apabila perusahaan tidak tergabung dalam asosiasi usaha di bidang
pengangkutan.

- Apabila memilih “Ya” maka nama asosiasi dan tanggal terdaftar sebagai anggota
asosiasi terkait harus diisi (dapat lebih dari satu).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya, AGUNG KUSWANDONO
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum

TULY

Indrajati Martini



LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-  / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI

KEPABEANAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama e iR s e e e [ e
Jabatan TS G ST reaal L e e e P
Nomor Kartu Identitas e S S S 2 A e S S A
Tempat dan Tanggal Lahir o..........cococirmimssmmmsmions ) i s e
Alamat A R T N Do s SR 6 i e A I

Menyatakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa saya *):
I melakukan sendiri pengisian data Registrasi Kepabeanan

] menguasakan pengisian data Registrasi Kepabeanan **)

2. Bahwa seluruh data yang telah diisikan dalam formulir isian Registrasi Kepabeanan adalah benar

dan dapat dipertanggungjawabkan.

(5]

dengan aslinya.

Bahwa seluruh dokumen yang telah dilampirkan terkait Registrasi Kepabeanan adalah sesuai

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari

siapapun serta bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.

AN 1) T tanggal-bulan-tahun....
Yang memberi pernyataan,

...................... 5 R
Nama ... L8 )isccidonvitisanissi
abEIAn 2 PR =, T

(Dibubuhi Materai)

Keterangan :
*) Pilih salah satu dengan tanda (V)
**) Lampirkan surat kuasa



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (B)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

Petunjuk Pengisian
Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan
(Lampiran Il)

. Diisi dengan nama yang bertanda tangan di surat pernyataan

. Diisi dengan jabatan yang bertanda tangan di surat pernyataan (direktur/presiden

direktur/direktur utama/pimpinan perusahaan lainnya)

. Diisi dengan nomor kartu identitas yang bertanda tangan di surat pernyataan

. Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang bertanda tangan di surat pernyataan
. Diisi dengan alamat yang bertanda tangan di surat pernyataan

. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun surat pernyataan

. Diisi tanda tangan yang membuat surat pernyataan

. Diisi nama yang membuat surat pernyataan

. Diisi jabatan yang membuat surat pernyataan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

B

Indrajati Martini



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-  / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TANDA TERIMA PERMOHONAN REGISTRAS| KEPABEANAN
(TTP-RK)

NOMOR TTP- ...(2)... /20...(3)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
99/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, kami telah menerima
permohonan registrasi kepabeanan secara lengkap atas nama :

Nama Perusahaan T e e U L e e e L T R e M RN S
NPWP R P e e e e o oy oy s bl s
Alamat ERL o e e ol S PSR | ) e S o NS e

Permohonan registrasi kepabeanan tersebut kami terima dengan catatan bahwa :

1. TTP-RK ini merupakan bukti bahwa permohonan registrasi kepabeanan yang Saudara
ajukan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara lengkap dan jelas,
serta memenuhi persyaratan untuk dilakukan proses penelitian administrasi.

2. Keputusan persetujuan atau penolakan registrasi kepabeanan akan diberikan dalam jangka
waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal TTP-RK ini dan akan diberitahukan kepada Saudara
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada laman http://www.beacukai.go.id.

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tan

gan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

Petunjuk Pengisian
Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan
(Lampiran 111)

. Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran TTP-RK sesuai dengan kantor yang

menerbitkan

. Diisi tahun penerbitan TTP-RK

. Diisi nama perusahaan

: Diisi NPWP perusahaan

. Diisi alamat perusahaan

. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan TTP-RK
. Diisi dengan nama jabatan

. Diisi nama pejabat yang menerbitkan

. Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA],

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

ST

Indrajati Martini



LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-  / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TANDA PENGEMBALIAN PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN
(TPP-RK)

NOMOR TPP- ...(2)... /20...(3)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014

tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan
registrasi kepabeanan yang diajukan oleh :

Nama Perusahaan T R
NPWP L S S )
Alamat : (6)

Untuk proses lebih lanjut, Saudara dapat mengirimkan kembali Isian
dengan memperhatikan alasan pengembalian di atas, melalui Sistem
pada laman http://www.beacukai.go.id.

Registrasi Kepabeanan
Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)

Petunjuk Pengisian
Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan
(Lampiran IV)

. Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran TPP-RK sesuai dengan kantor yang

menerbitkan

. Diisi tahun penerbitan TPP-RK

. Diisi nama perusahaan

. Diisi NPWP perusahaan

. Diisi alamat perusahaan

. Diisi nomor urut dokumen

. Diisi nama salinan dokumen

. Diisi alasan pengembalian

. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan TPP-RK
. Diisi dengan nama jabatan

. Diisi nama pejabat yang menerbitkan

. Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

!

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

‘Bl

Indrajati Martini



LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-  / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

STANDAR PENILAIAN ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN

No Isian Registrasi Kepabeanan
A. Penilaian Keberadaan Perusahaan (Bobot 30,00%)
1 Status lokasi kantor T e e e
___2 Bentuk badan usaha
3 Tahun a;tg pendirian
4 Status investasi T ]
“FE o Keduﬁan";ér't;s_éhaan
6 |Jumlah aktiva tetap axy:
7 |Auditoleh DJP S e
8 |Auditoleh DJBC
9 [Memilikilso Ted e Ty
: __*16_—_ Kep_agﬂ;{{é;n fasilitas kepabeanan I e
11 |Struktur organisasi perusahaan 22
= 2& '&a—m—s]okaa u;a_h;selaln kantor ke-1
B. Penilaian Pertanggungjawaban Perusahaan (Bobot 30,00%)
1 Bentuk badan usaha R |
i_ = Tahhn _akte pendman
o "E’;_ _.w p]mpman peruséhaan ke:_h >
_5_ i Jum!ah aktiva
- 8 Jenis reT{enfng ke-1
7 |Status waijib pajak o : ok
_— 8 Struktur organisasi
9 Memiliki ISO
10 Jumlah pimpinah / penanggung jawab E
_-71“—_ Jum!éﬁ“komisaris | pemilik / sek_utu
12 |Tergabung dalam afiliasi usaha
__ 13 Status :nvestam -
B Jumlah Karyawan e
C. Penilaian Keuangan Perusahaan (Bobot 30,00%)
g Jenis rekening ke-1
2 |Status wajib pajak ) T =1 = = ]
3 |Auditoleh DJP T -
4 |Audit oleh DJBC
5 Aphka§| sistem akuntansi
6 |Memiliki unit audit internal i
7 Kuahfkas: kabag / manajer pembukuan / akuntansi
(3 8- = Audn oiéh_akuntan publik ==
$ g Opini akt:r;t_an publik terakhir e
10 |[MemilkiiSO : e e s o -
11 |Jumiah aktiva =
12 Jumlah aktiva teta_; =
S :J_umlar‘rmodal e 5
14 Perigde laporan keua_l:mgan =
15 Jumlah rekening bank atas nama perusahaan ;
1. Penilaian Data Spesifik Perusahaan - Importir (Bobot 10,00%)
G Status kepemilikan pabrik / perkebunan / peternakan
2 |Jenis Importir I




Jabatan bénandatangan utama dokumen PIB 2

Pemenuhan kewajiban kepabeanan =

Media ya_r:lg digunakan unfﬁk nﬁenyetesaikaﬁ PIB
Jabatan ahli kepabeanan

|Kepemilikan fasilitas kepabeanan

Keénggbtaan délam _aéosiasi u“s"e_ma

o ~ O o bW

D.2. Penilaian Data Spesifik Perusahaan - Eksportir (Bobot 10,00%)

Status kepemilikan pabrik / perkebunan / peternakan
' Képemilikén izin .ekspor atas korﬁoditi .
Keanggotaan dalam asosiasi usaha
b'én-l.enqhan kewajiban kepabeanan

Media yang digunakan untuk menyelesaikan PEB

(.h-h(.dl\)_—-—‘

D.3. Penilaian Data Spesifik Perusahaan - PPJK (Bobot 10,00%)

3 J_l_.JmIa_h _ahli_kepabeanan i A

-_ Jabatan ahli kepabeanan ke-1
Jabatgp_aﬂ_li kepabegn_;n ke-2 A

Jumlah pelanggan utama
4 _Mgmiliki EDI N_umber :
Keanggotaan dalam asosiasi usaha

o o bW

D.4. Penilaian Data Spesifik Perusahaan - Pengangkut (Bobot 10,00%)

4 _r\a!ga_miliﬁ_t_rayek terjadwal
Akt_iva teta__p

_'_Fer_gabung_dalam aﬂ!ila__sg_ uiéaha

Keanggotaan dalam asosiasi usaha

2w N =

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKALI,

T ﬁd'

Indrajati Martini
AGUNG KUSWANDONO




LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

TATA KERJA REGISTRASI KEPABEANAN DAN PERUBAHAN DATA

. Pengguna Jasa:

1. Melakukan pendaftaran pengguna (user) pada laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai di alamat http:/www.beacukai.qgo.id.

2. Menerima pemberitahuan user name dan password melalui surat elektronik (e-maif) dalam hal
pengguna jasa belum pernah terdaftar.

3. Login ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melalui laman Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai di alamat http:/www.beacukai.qo.id dengan menggunakan user name dan password
yang telah diterima.

4. Mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan dan mengirimkan Isian Registrasi Kepabeanan
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

5. Melampirkan salinan dokumen kepada Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara elektronik melalui sistem aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

6. Menerima Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK) melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal isian registrasi sesuai dengan dokumen yang
dilampirkan, salinan dokumen jelas, lengkap, dan masih berlaku dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak isian Formulir Registrasi Kepabeanan diterima.

7. Mengarsip TTP-RK, untuk selanjutnya menunggu proses Registrasi Kepabeanan.

8. Menerima Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK) melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal isian registrasi tidak sesuai dengan
dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak lengkap, dan/atau tidak berlaku
dan dapat mengajukan kembali Permohonan Registrasi Kepabeanan.

9. Pengguna Jasa menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK)

yang diterbitkan Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan Registrasi
Kepabeanan ditolak.

10. Pengguna Jasa memperbaiki dan mengajukan kembali Permohonan Registrasi Kepabeanan
sesuai dengan hasil penolakan.

11. Menerima copy elektronik Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan dan Surat
Pemberitahuan Perubahan Data melalui Sistemn Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal
permohonan Registrasi Kepabeanan disetujui. '

12. Menerima Surat Pemberitahuan NIK dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data melalui
kKiriman pos dan mengarsipkannya.

Il. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan :

1. Menerima pendaftaran pengguna (user) untuk mendapat user name dan password.

2. Menerbitkan dan mengirimkan user name dan password kepada Pengguna Jasa melalui
surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran user, dalam hal pengguna
jasa belum pernah terdaftar. -

3. Menerima Isian Registrasi Kepabeanan dari Pengguna Jasa.

4. Menerima dokumen kelengkapan yang diunggah oleh Pengguna Jasa.

5. Melakukan validasi atas Isian Registrasi Kepabeanan dan meneruskan ke komputer Analis
Registrasi Kepabeanan.

6. Mengirim respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan ke komputer Pengguna Jasa, dalam
hal Isian Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.

7. Menerbitkan dan meneruskan TTP-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal isian registrasi
sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen jelas, lengkap, dan masih
berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak isian Formulir Registrasi
Kepabeanan diterima. -

8. Menerbitkan dan meneruskan TPP-RK ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal isian registrasi

tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak lengkap,
dan/atau tidak berlaku.



10.

11.

S

13.

14.
13.

Melakukan penilaian atas Isian Registrasi Kepabeanan dan menetapkan jalur pelayanan
Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dan rekomendasi hasil
Penelitian Administrasi Isian Registrasi Kepabeanan dari Petugas Analis Registrasi
Kepabeanan ke komputer Kepala Seksi.

Menerbitkan dan meneruskan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-
RK) ke komputer Pengguna Jasa, dalam hal Kepala Seksi atau Kepala Subdit / Kepala
Bidang / Kepala Kantor menolak permohonan Registrasi Kepabeanan.

Meneruskan Usulan Persetujuan Permohonan Registrasi Kepabeanan ke komputer Kepala
Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor, dalam hal Kepala Seksi menyetujui permohonan
Registrasi Kepabeanan.

Menerima respon persetujuan permohonan Registrasi Kepabeanan dari komputer Kepala
Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor

Menerbitkan konsep Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data.

Meneruskan copy elektronik Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan
Data ke komputer Pengguna Jasa.

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai / Kantor Pelayanan Utama / Kantor Pelayanan
dan Pengawasan Bea dan Cukai :

i

Analis Registrasi Kepabeanan :

1.1 Menerima data lIsian Registrasi Kepabeanan dan dokumen dari Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

1.2 Melakukan penelitian administrasi terhadap Isian Registrasi Kepabeanan dan
meneruskannya ke Kepala Seksi atau Kepala Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor
melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

1.3 Membuat Tanda Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK) melalui

Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal isian registrasi tidak sesuai dengan

dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak lengkap, dan/atau tidak
berlaku.

1.4 Membuat Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK) melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal isian registrasi sesuai dengan dokumen
yang dilampirkan, salinan dokumen jelas, lengkap, dan masih berlaku.

Kepala Seksi :

2.1 Menerima data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dan hasil penelitian
administrasi Isian Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2.2 Menelaah terhadap hasil penelitian administrasi Isian Registrasi Kepabeanan.

2.3 Menelaah terhadap isian registrasi kepabeanan yang diajukan kembali oleh pengguna
jasa sebagai respon dari SPP-RK.

2.4 Membuat dan menyampaikan Usulan Persetujuan atau Penolakan Permohonan
Registrasi Kepabeanan ke Kepala Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Kepala Subdit / Kepala Bidang / Kepala Kantor:

3.1 Menerima data Pengguna Jasa pemohon Registrasi Kepabeanan dari Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan.

3.2  Melakukan penelitian kewajaran terhadap hasil penelitian administrasi Isian Registrasi
Kepabeanan.

3.3 Menerima Usulan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan
dari Kepala Seksi melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
3.4 Membuat Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK) melalui

Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan
ditolak.



3.5 Melakukan penelitian kewajaran terhadap isian registrasi kepabeanan yang diajukan
kembali oleh pengguna jasa sebagai respon dari SPP-RK.

3.6 Menerbitkan konsep Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan
Data.

Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan :
4.1 Mencetak konsep Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data

4.2  Mengirim Surat Pemberitahuan NIK atau Surat Pemberitahuan Perubahan Data ke
pengguna jasa melalui kiriman pos.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA],

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum

‘b

Indrajati Martini



LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

....................................... i | T s e e SRS e,
Nomor | 8- BR @Rt e e e e o, o
Sifat . Segera
Hal . Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan
Yth, Pimpinan ... ..o (5)
,,,,,,,,,,,, (8.

Sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan,
dengan ini disampaikan bahwa :

Nama Perusahaan el (S LS A

Alamat U T8 B e e e St et e I

NPWP SN U S |

Status Pengguna Jasa . Importir / Eksportir / PPJK / Pengangkut (8)

telah teregistrasi dengan Nomor Identitas Kepabeanan : ceikBeinss dengan data perusahaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat pemberitahuan ini.

Surat Pemberitahuan ini bersifat pribadi, penyalahgunaan Surat Pemberitahuan ini oleh pihak lain
merupakan resiko dan tanggung jawab pemilik NIK.

Demikian disampaikan.

QRCODE

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Lampiran Surat
Nomor : §-...(2)... /RK...(2)/...(3)...
Tanggal : ......(4).......



Data Pengguna Jasa

Nomor Identitas Kepabeanan: ............ )
Nama Perusahaan : (5)
API*) : Nomor .... (13)... / Tanggal ....(14).....
NP PPJK**) . Nomor ....(15)... /Tanggal ....(16).....
SIUP/IJIN PRINSIP/IUINIUT/
SIUJPT/ SIUPAL/SIUPAU : Nomor ....(17)... / Tanggal ....(18).....
Nama Penanggung Jawab i (e).......,
Ahli Kepabeanan**) e
Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik***): .......(21)........
NPWP Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik***): ....... (22)

Catatan :

*) diisi jika pengguna jasa adalah Importir

**) diisi jika pengguna jasa adalah PPJK

***) diisi jika pengguna jasa memiliki Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik



Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)

Angka (20)
Angka (21)

Angka (22)

Petunjuk Pengisian

Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan (SP-NIK)

(Lampiran VII)

Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Diisi nomor surat pemberitahuan NIK sesuai dengan kantor yang
menerbitkan

Diisi tahun penerbitan surat pemberitahuan NIK

Diisi tempat, tanggal penerbitan surat pemberitahuan NIK
Diisi nama perusahaan

Diisi alamat perusahaan

Diisi NPWP perusahaan

Diisi sesuai jenis kegiatan pengguna jasa

Diisi Nomor Identitas Kepabeanan (dua angka pertama merupakan
kode status kegiatan usaha yang teregistrasi dan enam angka
terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)

Diisi dengan nama jabatan

Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

Diisi nomor API dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir
Diisi tanggal API dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir
Diisi nomor NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK
Diisi tanggal NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK
Diisi nomor SIUP/IJIN PRINSIP/IUINIUT/SIUJPT/SIUPAL/SIUPAU
Diisi tanggal SIUP/IJIN PRINSIP/IU/IUT/SIUJPT/SIUPAL/SIUPAU

Diisi nama penanggung jawab yang tercantum dalam database
registrasi kepabeanan

Diisi nama Ahli Kepabeanan yang dimiliki

Diisi alamat kantor pusat / cabang / pabrik sesuai database registrasi

kepabeanan dalam hal pengguna jasa memiliki lebih dari satu alamat
kantor

Diisi NPWP kantor pusat / cabang / pabrik sesuai database registrasi
kepabeanan dalam hal pengguna jasa memiliki lebih dari satu NPWP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

’

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini



LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

....................................... 5Ly e e VR A
Nomor R o B e e el
Sifat . Biasa
Hal . Pemberitahuan Penolakan Permohonan
,,,,,,,,,,, Eo) et o
Yth. Pimpinan ............. - SRS
...................... (7)...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014

tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan
SR yang diajukan oleh :

Nama Perusahaan L R e e e e e L AT P N e N
Alamat N L R e
NPWP T i e

tidak dapat kami setujui, dengan alasan sebagaimana lampiran surat ini.

Saudara dapat mengajukan kembali
Aplikasi Registrasi Kepabeanan
sebagaimana tersebut di atas,

permohonan registrasi kepabeanan melalui Sistem
pada laman http://www.beacukai.qo.id dengan perbaikan

..................... (11).. ;
Ttd

........................ ) RNy
T e (13)

Dokumen ini tidak memerlukan tan

: da tangan pejabat terkait karena di'tér.tﬂitbké.ri”s'e‘é‘ara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)

Angké (6)
Angka (7)
Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)

Petunjuk Pengisian
Pemberitahuan Penolakan Permohonan
(Lampiran VIII)

. Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pemberitahuan Penolakan

Permohonan (SPP-RK) sesuai dengan kantor yang menerbitkan

. Diisi tahun surat
. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

: a. Diisi "Registrasi Kepabeanan” dalam hal pemberitahuan penolakan atas

permohonan pengajuan Registrasi Kepabeanan

b. Diisi “Perubahan Data Registrasi Kepabeanan” dalam hal pemberitahuan penolakan
atas permohonan pengajuan perubahan data Registrasi Kepabeanan

. Diisi nama perusahaan
. Diisi alamat perusahaan

- a. Diisi "Registrasi Kepabeanan” dalam hal pemberitahuan penolakan atas

permohonan pengajuan Registrasi Kepabeanan

b. Diisi “Perubahan Data” dalam hal pemberitahuan penolakan atas permohonan
pengajuan perubahan data Registrasi Kepabeanan

. Diisi NPWP perusahaan

. Diisi alasan penolakan registrasi kepabeanan
. Diisi dengan nama jabatan

. Diisi nama pejabat yang menerbitkan

. Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

’

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum

Tk

Indrajati Martini



LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-  / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

....................................... i | e S e e O
Nomor SR T ) e e e o ol 1 e
Sifat . Biasa
Hal . Surat Pemberitahuan Perubahan Data
Yth. Pimpinan ............... i S
.................. ()., S

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S9/PMK.04/2014
tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, kami telah melakukan perubahan data isian
Registrasi Kepabeanan atas nama -

Naina Perasahiman . 100 0% o i Al o (8)..
Alamat RS | e e SR i S
NPWP SR ANIE eL pa (r)= ek

dengan data perusahaan menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini

Surat Pemberitahuan Perubahan Data ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari Surat
Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan nomor ...(8)... tanggal......(9).... dengan NIK : .
(10)...

Surat Pemberitahuan ini bersifat pribadi, penyalahgunaan Surat Pemberitahuan ini oleh pihak lain
merupakan resiko dan tanggung jawab pemilik NIK.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

........................ LBl e e
QRCODE

ttd.

........................... T

MNP (13)..

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Lampiran Surat

Nomor: S-...(2)..... Lul3)

Tanggal; ... (4). ...




Data Pengguna Jasa

Nama Perusahaan (8)

APIY) L Namor ... (14)... / Tanggal ....(15).....
NP PPJK**) : Nomor ....(16)... / Tanggal ....(17).....
SIUP/IJIN PRINSIP/IUINIUT/

SIUJPT/ SIUPAL/SIUPAU : Nomor ....(18)... / Tanggal ....(19).....
Nama Penanggung Jawab L gaRE )

Ahli Kepabeanan™*) el e 4 b e

Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik***): .......(22)........

NPWP Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik**): ....... {100 AR

Catatan :

*) diisi jika pengguna jasa adalah Importir
**) diisi jika pengguna jasa adalah PPJK
") diisi jika pengguna jasa memiliki Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pabrik



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)
Angka (20)

Angka (21)
Angka (22)

Angka (23)

Petunjuk Pengisian
Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
(Lampiran iX)

Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Diisi nomor surat keluar untuk penomoran SPPD sesuai dengan kantor
yang menerbitkan

Diisi tahun surat

Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

Diisi nama perusahaan

Diisi alamat perusahaan

Diisi NPWP perusahaan

Diisi Nomor Identitas Kepabeanan (dua angka pertama merupakan kode
status kegiatan usaha yang teregistrasi dan enam angka terakhir
merupakan nomor akses kepabeanan)

Diisi tanggal NIK

Diisi Nomor Identitas Kepabeanan (dua angka pertama merupakan kode
status kegiatan usaha yang teregistrasi dan enam angka terakhir
merupakan nomor akses kepabeanan)

Diisi dengan nama jabatan

Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

Diisi nomor API dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir
Diisi tanggal AP| dalam hal Pengguna Jasa merupakan importir
Diisi nomor NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK
Diisi tanggal NP PPJK dalam hal Pengguna Jasa merupakan PPJK
Diisi nomor SIUP/IJIN PRINSIP/IUINIUT/SIUJPT/SIUPAL/SIUPAU
Diisi tanggal SIUP/IJIN PRINSIP/IUIIIUT/SIUJPT/SIUPAL/SIUPAU

Diisi nama penanggung jawab yang tercantum dalam database registrasi
kepabeanan

Diisi nama Ahli Kepabeanan yang dimiliki

Diisi alamat kantor pusat / cabang / pabrik sesuai database registrasi

kepabeanan dalam hal pengguna jasa memiliki lebih dari satu alamat
kantor

Diisi NPWP kantor pusat / cabang / pabrik sesuai database registrasi
kepabeanan dalam hal pengguna jasa memiliki lebih dari satu NPWP

Salinan sesuai dengan aslinya,

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA]J,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

T

Indrajati Martini



LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

....................................... N P R e e e e
Nomor i e e S SR e ()
Sifat . DBiasa

Hal . Pemblokiran Nomor Identitas Kepabeanan

Yih, Pimplosn ..c.cuum0 L e

............................. -3 RS L

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014
tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini dinyatakan bahwa :

NIK B 7S e e e s 1 A
NamaPerisahasn 1 . 0 it e s

Alamat S e (o) IS

NPWP YT e N i g o B e R e
diblokir sejak tanggal ........... (®).c......,dengan alasan : ................. 4 e S

Pemblokiran Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban se
berlaku.

disertai dengan ketentuan Pengguna Jasa
suai ketentuan perundang-undangan yang

Demikian disampaikan untuk dimakiumi.

.................... b e e R
QRCODE ttd
........................ L e el
e 5 e

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tan

gan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)

Petunjuk Pengisian
Surat Pemblokiran Nomor Identitas Kepabeanan
(Lampiran X)

. Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pemblokiran NIK sesuai dengan

kantor yang menerbitkan

. Diisi tahun surat

. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun
. Diisi nama perusahaan

. Diisi alamat perusahaan

. Diisi NIK (dua angka pertama merupakan kode status kegiatan usaha yang teregistrasi

dan enam angka terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)

. Diisi NPWP perusahaan

. Diisi tanggal pemblokiran NIK

. Diisi alasan pemblokiran NIK

. Diisi dengan nama jabatan

. Diisi nama pejabat yang menerbitkan

. Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKALI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

7.b

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini



LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-  / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

....................................... B i
Nomor D8 (2) IRKL. D). e |
Sifat . Biasa
Hal . Pembukaan Pemblokiran

Nomor Identitas Kepabeanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 58/PMK.04/2014 tanggal 25
Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini dinyatakan bahwa -

NIK A R e e 1 o e e
Nama Perusahaan D L P SRR S (- L e e
Alamat AR S o )

NPWP S T e Tes e

yang diblokir sesuai surat kami nomor -.(9)... tanggal ....(10)......, telah dilakukan pembukaan
pemblokirannya sejak tanggal ........... i o It Y

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

G e
QRCODE ttd
........................ e
T e =, - -

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)

Petunjuk Pengisian
Surat Pembukaan Pemblokiran Nomor Identitas Kepabeanan
(Lampiran XI)

. Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

. Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pembukaan Pemblokiran sesuai

dengan kantor yang menerbitkan

. Diisi tahun surat

. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun
. Diisi nama perusahaan

. Diisi alamat perusahaan

. Diisi NIK (dua angka pertama merupakan kode status kegiatan usaha yang

teregistrasi dan enam angka terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)

. Diisi NPWP perusahaan

: Diisi nomor surat pemblokiran NIK

. Diisi tanggal surat pemblokiran NIK

. Diisi tanggal pengaktifan NIK

. Diisi dengan nama jabatan

- Diisi nama pejabat yang menerbitkan

- Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA]I

!

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sckretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

T

Indrajati Martini




LAMPIRAN XII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- [/ BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN'

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

...................................... L e e
Nomor & Bl @Y easlR L8 H ) e S et s s 0o
Sifat . Biasa
Hal . Pencabutan Nomor Identitas Kepabeanan
Yth. Pimpinan ................ K okt
........................................... 1o e eSS

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.04/2014
tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini dinyatakan bahwa :

NIK e e e e ) T B O e ERS e
NamaPerusghaan - - o - h Ce S o Fe ke AR S W
Alamat o e v S eI e DL s e
NPWP R T e e s

dicabut sejak tanggal

Pencabutan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) disertai dengan ketentuan Pengguna

Jasa tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

........................ i
[ Qrcone Ttd

........................ T st

e 1 R

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)

Petunjuk Pengisian
Surat Pencabutan Nomor Identitas Kepabeanan
(Lampiran XII)

. Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

: Diisi nomor surat keluar untuk penomoran Surat Pencabutan NIK sesuai dengan

kantor yang menerbitkan

. Diisi tahun surat
. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun
: Diisi nama perusahaan

. Diisi alamat perusahaan

. Diisi NIK (dua angka pertama merupakan kode status kegiatan usaha yang

teregistrasi dan enam angka terakhir merupakan nomor akses kepabeanan)

. Diisi NPWP perusahaan

. Diisi tanggal pencabutan NIK

. Diisi alasan pencabutan NIK

. Diisi dengan nama jabatan

. Diisi nama pejabat yang menerbitkan
. Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

U

Indrajati Martini



LAMPIRAN XIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

TATA KERJA PEMBUKAAN BLOKIR DAN PENGAKTIFAN KEMBALI NIK YANG DICABUT

I. PEMBUKAAN BLOKIR
A. Pengguna Jasa

1. Mengajukan surat permohonan pembukaan pemblokiran NIK dilampiri bukti pendukung
kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai/ Kepala Kantor F_‘abeanan setempat
dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal pemblokiran.

2. Menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokumen isian data registrasi kepada pejabat Bea
dan Cukai dalam hal dilakukan penelitian lapangan.

3. Menerima Surat Pembukaan Pemblokiran NIK dalam hal permohonan pembukaan
pemblokiran disetujui.

4. Menerima respon Penolakan Pembukaan Pemblokiran NIK dalam hal permohonan
pembukaan pemblokiran ditolak.

B. Direktorat Informasi Kepabeanan Dan Cukai/ Kantor Pabean Setempat
1. Petugas Analis Database menerima surat permohonan pembukaan pemblokiran dari
Pengguna Jasa.

2. Petugas Analis Database melakukan penelitian terhadap permohonan pembukaan
pemblokiran dan memberikan pendapat kepada Kepala Seksi

3. Petugas Analis Database menerima Laporan Hasil Penelitian Lapangan dalam hal dilakukan
penelitian lapangan.

4. Petugas Analis Database melakukan analisis terhadap Laporan Hasil Penelitian Lapangan
dan memberikan pendapat kepada Kepala Seksi.

5. Kepala Seksi mereview hasil penelitian dan/atau analisis dari Petugas Analis Database.

6. Kepala Seksi memberikan pendapat kepada Kasubdit/ Kepala Bidang/ Kepala Kantor.

7. Kasubdit/ Kepala Bidang/ Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan pembukaan pemblokiran dari pengguna jasa.

8. Direktur/ Kepala Kantor menerbitkan Surat Pembukaan Pemblokiran, dalam hal
permohonan pembukaan pemblokiran disetujui.

9. Direktur/ Kepala Kantor menerbitkan respon Penolakan Pembukaan Pemblokiran melalui

Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal permohonan pembukaan pemblokiran
ditolak.

ll. PENGAKTIFAN KEMBALI NIK YANG DICABUT
A. Pengguna Jasa

1. Mengajukan surat permohonan pengaktifan kembali NIK yang dicabut dilampiri bukti

pendukung kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai/ Kepala Kantor Pabean
Setempat.

2. Menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokumen isian data registrasi kepada pejabat Bea
dan Cukai dalam hal dilakukan penelitian lapangan.

3. Menerima respon Pengaktifan Kembali NIK yang dicabut atau respon Penolakan
Pengaktifan Kembali NIK yang dicabut melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

4. Mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan dengan mengisi Formulir Isian Registrasi
Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

5. Menerima Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan.



B. Direktorat Informasi Kepabeanan Dan Cukai/ Kantor Pabean Setempat
1. Petugas Analis Database menerima surat permohonan pengaktifan kembali NIK yang
dicabut dari Pengguna Jasa.

2. Petugas Analis Database melakukan penelitian terhadap permohonan pengaktifan kembali
NIK yang dicabut dan memberikan pendapat kepada Kepala Seksi

3. Petugas Analis Database menerima Laporan Hasil Penelitian Lapangan dalam hal
dilakukan penelitian lapangan.

4. Petugas Analis Database melakukan analisis terhadap Laporan Hasil Penelitian Lapangan
dan memberikan pendapat kepada Kepala Seksi.

5. Kepala Seksi mereview hasil penelitian dan/atau analisis dari Petugas Analis Database.
6. Kepala Seksi memberikan pendapat kepada Kasubdit/ Kepala Bidang/ Kepala Kantor.

7. Kasubdit/ Kepala Bidang/ Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan pengaktifan kembali  NIK yang dicabut dari pengguna jasa dengan
menerbitkan respon pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

8. Direktur/ Kepala Kantor menerima permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan oleh
pengguna jasa melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

9. Direktur/ Kepala Kantor menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan.

10. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan melakukan Pembukaan pemblokiran setelah
permohonan Registrasi Kepabeanan yang diajukan oleh pengguna jasa disetujui.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.
AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum

s

Indrajati Martini



LAMPIRAN XIV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

PENELITIAN LAPANGAN TERKAIT REGISTRASI KEPABEANAN

PETUNJUK UMUM

1. Penelitian lapangan dilakukan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dan Kepala
Kantor Wilayah DJBC/ Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam rangka
pengawasan terkait data registrasi pengguna jasa yang telah memiliki Nomor ldentitas
Kepabeanan (NIK) dan penyelenggaraan data referensi.

2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dapat meminta Kepala Kantor Wilayah DJBC/
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

3. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai menunjuk pegawai yang berada di lingkungan
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan untuk
pelaksanaan penelitian lapangan.

4. Penelitian lapangan meliputi penelitian terhadap kejelasan dan kesesuaian alamat pengguna
jasa kepabeanan, identitas pengurus dan penanggung jawab, kepemilikan ahli kepabeanan,
kejelasan dan kepemilikan sarana pengangkut serta penyelenggaraan pembukuan.

5. Penelitian kejelasan dan kesesuaian alamat dilakukan dengan melihat secara langsung
keberadaan perusahaan pada saat penelitian lapangan dilakukan serta dengan menguiji isian

formulir registrasi perusahaan dengan dokumen yang dimiliki dan diserahkan perusahaan
yang terkait data eksistensi.

6. Penelitian kejelasan dan kesesuaian identitas pengurus dan penanggung jawab pengguna
jasa kepabeanan dilakukan dengan menguji isian formulir registrasi terkait data pengurus dan

Penanggung jawab perusahaan dengan dokumen yang dimiliki dan diserahkan perusahaan
yang terkait data responsibility. -

7. Hasil penelitian lapangan direkam ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan selambat-
lambatnya 15 hari kerja sejak tanggal penunjukan pegawai.

PENUNJUKKAN DI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

1. Kasubdit Registrasi Kepabeanan menerima usulan data obyek penelitian lapangan melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

2. Kasubdit Registrasi Kepabeanan melakukan penunjukkan unit pelaksana penelitian lapangan
(Direktorat IKC/Kanwil DJBC/ KPU Bea dan Cukai) sesuai dengan domisili pengguna jasa.

3. Penunjukkan dilakukan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

PENELITIAN LAPANGAN DI SUBDIT REGISTRASI KEPABEANAN, DIREKTORAT IKC

1. Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan menerima data pengguna jasa yang terkena
penelitian lapangan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2. Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan mencetak konsep Surat Tugas penelitian
lapangan untuk ditandatangani oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

3. Surat Tugas yang telah ditandatangani Direktur IKC atau pejabat yang ditunjuk dan di input ke
dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

4. Petugas Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanan mencetak data isian registrasi untuk
diserahkan kepada petugas peneliti lapangan beserta Surat Tugas penelitian lapangan

5. Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Peneliti Lapangan melakukan kegiatan :
a. Datang ke perusahaan membawa Surat Tugas dan dokumen / data lain yang diperlukan

b. Memintg Penanggung jawab perusahaan membuat Surat Kuasa penunjukkan kuasanya
sebagaimana Lampiran Xlll.a untuk memberi keterangan dan menyerahkan dokumen

kepada Petugas Peneliti Lapangan, dalam hal penanggung jawab perusahaan tidak
berada di tempat.



c. Meminta dokumen-dokumen perusahaan dan membuat Bukti Permfntaan Dokumen
sebagaimana Lampiran Xlll.b, yang ditandatangani Petugas Peneliti Lapangan dan
penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.

d. Meminta perusahaan untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penanggung
Jawab Perusahaan sebagaimana Lampiran Xlll.c.

e. Mengisi Matriks Penelitian Lapangan sebagaimana Lampiran Xlll.d, berdasarkan data-
data yang diperoleh dari dokumen yang diserahkan perusahaan dan ditandatangani oleh
petugas peneliti dan penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.

f.  Mengambil foto situasi kantor dan aktifitas kantor

g. Membuat Berita Acara Penelitian lapangan dan ditandatangani penanggung Jawab
perusahaan atau yang ditunjuk mewakili sebagaimana Lampiran Xlll.e.

h. Membuat Laporan Hasil Penelitian Lapangan sebagaimana Lampiran XIII.f

I.  Menyerahkan hasil penelitian lapangan yang telah diketahui oleh Kepala Seksi dan
Kasubdit ke Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan

Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan melakukan perekaman hasil penelitian
lapangan sesuai dengan Matriks Penelitian Lapangan dan memindai (scan) Laporan Hasil
Penelitian Lapangan ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas penelitian lapangan.

Petugas Perekam Data Registrasi Kepabeanan mengadministrasi berkas dokumen dan data
hasil penelitian lapangan

Laporan Hasil Penelitian Lapangan dan Matriks Penelitian Lapangan yang direkam melalui
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan secara otomatis masuk ke menu Analis Database
Registrasi Kepabeanan untuk dilakukan penelitian administrasi.

Ill. PENELITIAN LAPANGAN DI KANWIL DJBC / KPU BC

1.

Pelaksanaan penelitian lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dilakukan oleh Bidang P2 dan dapat dibantu bidang

lain dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kepala Bidang P2 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian lapangan dan aktif
melakukan pengecekan dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan tentang ada atau
tidaknya penunjukan untuk melakukan penelitian lapangan.

Kabid P2 menerima data pengguna jasa yang terkena penelitian lapangan melalui Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Kabid P2 meneruskan permintaan untuk melakukan penelitian lapangan ke Kepala Seksi
Intelijen untuk penyiapan pelaksanaan penelitian lapangan.

Kepala Seksi Intelijen membuat konsep Surat Tugas penelitian lapangan untuk ditandatangani
oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC / KPU BC.

Surat Tugas yang telah ditandatangani Kepala Kanwil DJBC/KPU BC atau pejabat yang
ditunjuk, direkam ke dalam sistem aplikasi registrasi kepabeanan oleh Pelaksana Bidang P2.

Pelaksana Bidang P2 mencetak data isian Registrasi untuk diserahkan kepada petugas
peneliti lapangan beserta Surat Tugas Penlap.

Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Peneliti Lapangan melakukan kegiatan :
a. Datang ke perusahaan membawa Surat Tugas dan dokumen / data lain yang diperlukan

b. Meminta penanggung jawab perusahaan membuat Surat Kuasa penunjukkan kuasanya
sebagaimana Lampiran Xlll.a untuk memberi keterangan dan menyerahkan dokumen

kepada Petugas Peneliti Lapangan, dalam hal penanggung jawab perusahaan tidak
berada di tempat.

Meminta dokumen-dokumen perusahaan dan membuat Bukti Permintaan Dokumen

sebagaimana Lampiran Xlll.b, yang ditandatangani Petugas Peneliti Lapangan dan
penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.



d. Meminta perusahaan untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penanggung
Jawab Perusahaan sebagaimana Lampiran Xlll.c.

e. Mengisi Matriks Penelitian Lapangan sebagaimana Lampiran Xll.d, berdasarkan data-data
yang diperoleh dari dokumen yang diserahkan perusahaan dan ditandatangani oleh
petugas peneliti dan penanggung jawab perusahaan atau kuasanya.

f.  Mengambil foto situasi kantor dan aktifitas kantor

g. Membuat Berita Acara Penelitian lapangan dan ditandatangani penanggung Jawab
perusahaan atau yang ditunjuk mewakili sebagaimana Lampiran XlIl.e

h. Membuat Laporan Hasil Penelitian Lapangan sebagaimana Lampiran XIII.f

i Menyerahkan hasil penelitian lapangan yang telah diketahui oleh Kepala Seksi dan Kabid
P2 ke petugas perekam, pelaksana Bidang P2.

Pelaksana Bidang P2 melakukan perekaman Matriks Penelitian Lapangan dan memindai
(scan) Laporan Hasil Penelitian Lapangan (tanpa lampiran) ke dalam Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabeanan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat
Tugas Penelitian Lapangan.

10. Kepala Bidang P2 mengadministrasi berkas data dan/atau dokumen hasil penelitian lapangan

sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan.

PEMELIHARAAN DATA REFERENSI

Direktorat P2 atau Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
dapat melakukan Penelitian lapangan secara insidentil.

Direktorat P2 atau Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
mengambil data pengguna jasa dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dengan
menginputkan nomor dan tanggal surat tugas penelitian lapangan.

Untuk kepentingan pemeliharaan data referensi, pelaksana pada Direktorat P2 atau Bidang
P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cuka melakukan perekaman

data hasil penelitian lapangan tersebut ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
sesuai Matriks Penelitian Lapangan.

Perekaman dilakukan sesuai data pada laporan hasil penelitian lapangan oleh Direktorat P2
atau Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Hasil perekaman laporan hasil penelitian lapangan oleh Direktorat P2 atau Bidang P2 Kantor
Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai secara otomatis masuk ke menu

Analis Database Registrasi Kepabeanan sebagai data referensi untuk proses penelitian
administrasi.

Terhadap hasil penelitian lapangan yang mengakibatkan pemblokiran, Direktorat P2 atau
Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai memberitahukan

pemblokiran tersebut kepada Subdit Registrasi melalui Sistem Aplikasi Registrasi
Kepabeanan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal AGUNG KUSWANDONO

u.b

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini




LAMPIRAN XIV A

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT KUASA PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama SRS e e =

Jabatan i AN e

Nomor Kartu ldentitas: .......... (3) ..........

Tempat Tanggal Lahir: .......... e

Alamat £ e S o A

Bertindak untuk dan atas nama Pl s S yang beralamat  di

e ) e i s , dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama RN TR

Jabatan R el L2 e

Nomor Kartu Identitas: .......... 7] RS

Tempat Tanggal Lahir; .......... (11) ..........

Alamat et R R

Dalam jabatannya selaku ............ ) e R e R , untuk :

1. Bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam

mendampingi Petugas Peneliti Lapangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama proses
penelitian lapangan.

2. Bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk memberikan dokumen dan / atau data yang
diperlukan dalam proses penelitian lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai, memberikan keterangan (baik lisan maupun tertulis) dan menandatangani Berita Acara
Penelitian Lapangan dan Matriks Penelitian Lapangan.

Demikian surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat ceveennn.(14), Tanggal
wasisngonh Tak)

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

(Ttd dan stempel) (Ttd dan stempel)

INBIBE .o i e e L Nama

.................................... (17) Jabatan
(dibubuhi materai)



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (8)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)

Angka (18)
Angka (19)

Petunjuk Pengisian
Surat Kuasa Penanggung Jawab Perusahaan
(Lampiran XIV A)

. Diisi dengan nama yang memberi kuasa

. Diisi dengan jabatan yang memberi kuasa (direktur/presiden

utama/pimpinan perusahaan lainnya)

. Diisi dengan nomor kartu identitas yang memberi kuasa

. Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang memberi kuasa
. Diisi dengan alamat yang memberi kuasa

. Diisi dengan nama perusahaan

. Diisi dengan alamat perusahaan

. Diisi dengan nama yang menerima kuasa

. Diisi dengan jabatan yang menerima kuasa

. Diisi dengan nomor kartu identitas yang menerima kuasa

. Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang menerima kuasa
. Diisi dengan alamat yang menerima kuasa

. Diisi jabatan penerima kuasa

. Diisi tempat pembuatan surat kuasa

. Diisi tanggal pembuatan surat kuasa

. Diisi nama yang memberi kuasa

. Diisi dengan jabatan yang memberi kuasa (direktur/presiden

utama/pimpinan perusahaan lainnya)

. Diisi dengan nama yang menerima kuasa

. Diisi dengan jabatan yang menerima kuasa

direktur/direktur

direktur/direktur

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

Ty

Indrajati Martini



LAMPIRAN XIV B

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
........................... bt T e e

BUKTI PERMINTAAN DOKUMEN DAN DATA

Nama Perusahaan D ] e
NPWP yE e i
Alamat e b

Daftar dokumen dan data yang diminta :

DATA EKSISTEN

Surat Keterangan Domisili Perusahaan

| 2 surat Keterangan Domisili Pabrik / Gudang / Kebun / Lainnya
3 NPWP Perusahaan
| 4 | Surat Keterangan Terdaftar
IE Surat Pengukuhan PKP
"_6 Surat Perjanjian Sewa atau Sertifikat Kepemilikannya
[ 7 Akte Pendirian =l
5& SK Menkumham atas Akte Pendirian
9 Akte Perubahan Terakhir
10 | SK Menkumham atas Akte Perubahan Terakhir
11 | Tanda Daftar Perusahaan
12 | SIUP/SIUIPT/IUT/IUI
13 | Angka Pengenal Impor (API)
14 | Surat ljin Usaha Terkait Pengangkut
15 | Peta Lokasi Perusahaan
16 | Foto Perusahaan & Aktivitas Perusahaan
17 | Foto Pabrik / Gudang / Kebun / Lainnya
DATA RESPONSIBILITY
18 | KTP/KITAS/Pasport Direktur
19 | NPWP Direktur
20 | KTP/KITAS/Pasport Komisaris
21 | NPWP Komisaris
[ 22 Bagan Struktur Organisasi
23 | Foto dengan Pengurus / Penanggung Jawab Perusahaan
24 | KTP Ahli Kepabeanan
25 | Sertifikat Ahli Kepabeanan
DATA KEUANGAN
26 | Chart of Account
27 | Neraca
28 | Laporan Laba Rugi
29 | Rekening Koran Bank Atas Nama Perusahaan
30 | ljazah Kepala Bagian Akuntansi
31 | Hasil Audit KAP, DJBC, DJP
DATA LAINNYA
32 | Bukti Customer Utama
33 | Bukti Aktivasi Kode EDI
34 | SK Kepemilikan Fasilitas
35 | Bukti Kepemilikan I1SO
36 | Bukti Keanggotaan Asosiasi




C. Batas waktu penyerahan dokumen dan data :

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima Bukti Permintaan Dokumen dan Data ini.

Dokumen /data diterima oleh : Dokumen /data diserahkan oleh :
Tanggal Tanggal :
(Ttd dan stempel perusahaan)
NN el (5) T M
P 7o () 212737 1] o o R (8)




Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Petunjuk Pengisian
Bukti Perrnintaan Dokumen dan Data
(Lampiran XIV B)

. Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

. Diisi dengan nama perusahaan

. Diisi dengan NPWP perusahaan

. Diisi dengan alamat perusahaan

. Diisi dengan nama pegawai bea cukai yang menerima dokumen
. Diisi dengan NIP pegawai bea cukai yang menerima dokumen

. Diisi dengan nama yang menyerahkan dokumen

. Diisi dengan jabatan yang menyerahkan dokumen

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

r

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

W

Indrajati Martini



LAMPIRAN XIV C

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama LS AR S R P St I e S e R
Jabatan AT SR o SIS e 0 L T S e e L
NomorKartu Identitils (fiaion b masiiibe s e
Tempat dan Tanggal Lalur - &.........ccomamesssmirsmssimasstrsaing T R L AR
Alamat R e e R T o ) o B

Menyatakan Bahwa seluruh data dan dokumen yang telah diserahkan terkait Penelitian
Lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Tugas
Noemor i....(6)c. Tanggal...(7).... adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa
paksaan dari siapapun serta bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.

...(8)...,...tanggal-bulan-tahun....

Yang memberi pernyataan,

...................... 5 ISR
Nama ...l s
Jabatan ........... B | Wesrile e o

(Dibubuhi Materai)



Petunjuk Pengisian
Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan
(Lampiran XIV C)

Angka (1) : Diisi dengan nama yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (2) : Diisi dengan jabatan yang bertanda tangan di surat pernyataan
(direktur/presiden direktur/direktur utama/pimpinan perusahaan lainnya)

Angka (3
Angka (4
Angka (5

) : Diisi dengan nomor kartu identitas yang bertanda tangan di surat pernyataan

) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir yang bertanda tangan di surat pernyataan
) : Diisi dengan alamat yang bertanda tangan di surat pernyataan

Angka (6) : Diisi nomor surat tugas terkait penelitian lapangan

Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

- Diisi tanggal surat tugas terkait penelitian lapangan
. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun surat pernyataan
. Diisi tanda tangan yang membuat surat pernyataan
Angka (10) : Diisi nama yang membuat surat pernyataan

Angka (11) : Diisi jabatan yang membuat surat pernyataan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

£

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum

Ty,

Indrajati Martini



LAMPIRAN XIV D
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMORPER-  / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

MATRIKS PENELITIAN LAPANGAN

Nomor : MPL-

(2)/PENLAP-RK/.........(3)/20...(4)

I;NO,[ DATA PERUSAHAAN

ISIAN REGISTRASI KEPABEANAN
(terisi dari sistem)

HASIL PENELITIAN LAPANGAN

SESIAL

TIDAK SESUAI

URAIAN PENLAP
(tulisan tangan)

FORMULIR A (DATA UMUM PERUSAHAAN)

BENTUK BADAN USAHA

NAMA PERUSAHAAN

NPWP

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU)

STATUS WAJIB PAJAK

ALAMAT PERUSAHAAN

ALAMAT KANTOR (lengkap dengan Kel, Kee, Kab, Prop,
Kode Pos)
NOMOR TELEPON DAN FAX

STATUS PENGUASAAN/TANGGAL

ALAMAT PABRIK/GUDANG/CABANG/LAINNYA (lenghkap
dengan Kel, Kec, Kab, Prop, Kode Pos)
NOMOR TELEPON DAN FAX

STATUS PENGUASAAN/TANGGAL

STATUS INVESTASI

DOKUMEN PERIZINAN

AKTE PERUSAHAAN

NO AKTE / TAHUN PENDIRIAN

NAMA NOTARIS / KOTA

NOMOR / TANGGAL SK PENGESAHAN

AKTE PERUBAHAN TERAKIIR

NO AKTE / TAHUN PERUBAHAN TERAKHIR
NAMA NOTARIS / KOTA

NOMOR / TANGGAL SK PENGESAHAN

NOMOR (SIUP/IUIIUT) / TANGGAL

NOMOR TDP  TANGGAL

SURAT KETERANGAN DOMISILI
INSTANS| PENERBIT
NOMOR / TANGGAL

KEDUDUKAN PERUSAHAAN

10

SERTIFIKAT IS0
LEMBAGA PENERBIT
NOMOR SERTIFIKAT / TANGGAL

FORMULIR B (DATA PENANGGUNG JAWAR)

[ PIMPINAN / PENANGGUNG JAWABR PERUSAHAAN

NAMA

JABATAN

BUKTIIDENTITAS / MASA BERLAKU

NO. IDENTITAS

ALAMAT (lengkap dengan Kel, Kee, Kab, Prop, Kode Pos)
NOMOR TELEPON DAN FAX

NPWP

KEWARGANEGAWN

2

KOMISARIS / PEMILIK PERUSAHAAN




NAMA

JABATAN

BUKTI IDENTITAS / MASA BERLAKU

NO. IDENTITAS

ALAMAT (lengkap dengan Kel, Kec, Kab, Prop, Kode Pos)
NOMOR TELEPON DAN FAX

NPWP

KEWARGANEGARAAN

TERGABUNG DALAM AFILIASI KELOMPOK/GRUP
LSAHA
MNAMA

STRUKTUR ORGANISAS!I PERUSAHAAN

JUMLAH KARYAWAN PERUSAHAAN SAAT INI

FORMULIR C (DATA KEUANGAN DAN PERBANKAN)

DATA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN
PERIODE LAPORAN KEUANGAN

. PENDAPATAN/PENJUALAN

b. LABA / RUGI KOTOR

c. BEBAN ADMINISTRAS] DAN PENJUALAN
d. LABA / RUGI BERSIH

e ASET LANCAR

[ ASET TETAP

B ASET LAINNYA

h, TOTAL ASET

1. HUTANG JANGKA PENDEK

J- HUTANG JANGKA PANJIANG

k. TOTAL HUTANG

1. TOTAL MODAL

REKENING BANK ATAS NAMA PERUSAHAAN
NAMA BANK

NO. REKENING

ATAS NAMA REKENING

JENIS REKENING

JENIS VALUTA

AUDIT AKUNTAN PUBLIK
NAMA KAP

TAHUN LAPORAN

OPINI KAP

AUDIT OLEH DJBC

AUDIT OLEH DJP

MEMILIKI AUDIT INTERNAL

APLIKASI SISTEM AKUNTANSI

KUALIFIKASI KEPALA BAGIAN PEMBUKUAN
(AKUNTANSID

FORMULIR D1 (DATA IMPORTIR)

ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
NOMOR API

TANGGAL API

INSTANSI PENERBIT

JENIS IMPORTIR

PENANDATANGAN DOKUMEN IMPOR

NAMA

JABATAN

BUKTI IDENTITAS / MASA BERLAKU

NO. IDENTITAS

ALAMAT (lengkap dengan Kel, Kec, Kab, Prop, Kode Pos)
NOMOR TELEPON DAN FAX

JENIS BARANG YANG DAPAT DIIMPOR

5

PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPABEANAN
JENIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN
NPWP

NAMA PPIK

MEDIA PENYELESAIAN PIB

MEMILIKI AHLI KEPABEANAN

NAMA

JABATAN

ALAMAT (lengkap dengan Kel, Kec, Kab, Prop, Kede Pos)
NOMOR SERI SERTIFIKAT

NOMOR SERTIFIKAT / TANGGAL




8 |MEMILIKI FASILITAS KEPABEANAN

9 |TERGABUNG DALAM ASOSIAS] USANIA IMPOR
NAMA
TANGGAL TERDAFTAR

10 |[KOMODITI IMPOR UTAMA

URAJAN BARANG
NOMOR HS

FORMULIR DI (DATA EKSPORTIR)

1 |MEMILIKI IZIN EKSPOR DARI INSTANSI PEMERINTAH

2 |PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPABEANAN

3 |MEDIA PENYELESAIAN PEB

4 |MEMILIKI AHLI KEPABEANAN

NAMA

JABATAN

ALAMAT (lengkap dengan Kel, Kee, Kab, Prop, Kode Pos)
NOMOR SERI SERTIFIKAT

NOMOR SERTIFIKAT / TANGGAL

5 |TERGABUNG DALAM ASOSIASI USAHA EKSPORTIR
NAMA
TANGGAL TERDAFTAR

6 |KOMODITI EKSPOR UTAMA

URAIAN BARANG
NOMOR HS

FORMULIR D3 (DATA PPJK)

I |PERIZINAN SEBAGAI PPJK

NOMOR POKOK PPIK

NOMOR SURAT KEPUTUSAN / TANGGAL

NOMOR SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN TERAKHIR /

2 |AHLI KEPABREANAN

NAMA

JABATAN

ALAMAT

NOMOR SERI SERTIFIKAT
NOMOR SERTIFIKAT / TANGGAL

3 IMEMILIKI PELANGGAN UTAMA
NAMA
NPWP

4 IMEMPUNYAI USAHA LAIN SELAIN SEBAGAL PPJK,
IMPORTIR, EKSPORTIR ATAU PENGANGKUT?

5 |MEMILIKI NOMOR PDE KEPABEANAN (EDI NUMBER)
NOMOR

6 |TERGABUNG DALAM ASOSIAS] USAHA PPJIK
NAMA

TANGGAL TERDAFTAR

FORMULIR D4 (DATA SARANA PENGANGKUT)

1 |JJENIS USAHA ANGKUTAN
ANGKUTAN LAUT
NOMOR

TANGGAL

ANGRUTAN UDARA
NOMOR
TANGGAL

ANGKUTAN DARAT
NOMOR
TANGGAL

P

I [SARANA PENGANGKUT YANG DIMILIIKI
SARANA PENGANGKUT AIR

NAMA SARANA PENGANGKUT

NOMOR REGISTER

KAPASITAS MUATAN (ORANG/BARANG)
JENIS TRAYEK

RUTE (DARL.. KE..)

SARANA PENGANGKUT UDARA




NAMA SARANA PENGANGKUT
NOMOR REGISTER

JENIS

TIPE PESAWAT

JENIS TRAYEK

RUTE (DARI. KE...)

SARANA PENGANGKUT DARAT
TRAILER, JUMLAH (UNIT)

MOBIL BAK TERTUTUPM/TERBUKA, JUMLAH
LAINNYA d

3 |TERGABUNG DALAM ASOSIASI USAIIA

NAMA —- -
TANGGAL TERDAFTAR =
Tempat...oiursunss (5), Tangeal...ooiieneannaB)

Petugas Peneliti Lapangan

Petugas Peneliti Lapangan

Nama.

Penanggung Jawab Perusahaan atau Kuasanya




Petunjuk Pengisian
Matriks Penelitian Lapangan
(Lampiran XIV D)

Angka (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Angka (2) : Diisi dengan nomor matriks penelitian lapangan sesuai dengan kantor yang
menerbitkan

Angka (3) : Diisi dengan nomor surat tugas

Angka (4) : Diisi dengan tahun matriks penelitian lapangan

Angka (5) : Diisi dengan tempat pelaksanaan penelitian lapangan

Angka (6) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian lapangan

Angka (7) : Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (8) : Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (9) : Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
Angka (10) : Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan

Angka (11) : Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan yang menyaksikan penelitian
lapangan

Angka (12) : Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan perusahaan yang
menyaksikan penelitian lapangan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum

tu

Indrajati Martini



LAMPIRAN XIV E

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN
BA- ........(2)/PENLAP-RK/ST-......(3)/20..... (4)

Pada hariini ......... (5) tanggal ............ (6) bulan .......... (7) Tahun ........... (8), kami yang bertanda-tangan di
bawah ini :
No | Nama NIP Pangkat / Golongan }
1. PO .- Pt A s el C ot e o S SO S ondned O e s 4 e
L

Berdasarkan Surat Tugas NOMOF © ..occevvvecenviinens (3) tanggal .......... (12), kami telah melaksanakan
penelitian lapangan pada :

Nama Perusahaan SIS 22 ¢ B

NPWP e o e

Alamat Kantor i (15).

dengan disaksikan oleh pihak perusahaan :

1. Nama iy N e (DY o eomi
Jabatan T o e G Bt En e
2. Nama e meenT b R e L
Jabatan Ao s S ] e R

Hasil penelitian lapangan sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Lapangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berita Acara ini ditandatangani bersama-sama oleh Tim Peneliti Lapangan dan Pihak Perusahaan dan
disetujui dengan membubuhkan tanda tangannya.

Pihak Perusahaan ; Tim Peneliti Lapangan :

1. Namd  uoiiaeiaeeea il L N R R )
JEBFANT 1. meenre et 21 L A e el 5.
Z oA e e ) & Nama Lo (2B)

JEORLAN 2 ni 2 3) I S e e S R (27)



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)
Angka (20)
Angka (21)
Angka (22)
Angka (23)
Angka (24)
Angka (25)
Angka (26)
Angka (27)

Petunjuk Pengisian
Bukti Permintaan Dokumen dan Data
(Lampiran XIV E)

. Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
. Diisi dengan nomor berita acara sesuai dengan kantor yang menerbitkan
. Diisi dengan nomor surat tugas
. Diisi dengan tahun berita acara
. Diisi dengan hari pelaksanaan penelitian lapangan
. Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian lapangan
. Diisi dengan bulan pelaksanaan penelitian lapangan
. Diisi dengan tahun pelaksanaan penelitian lapangan
. Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
. Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
: Diisi dengan Pangkat/Golongan pegawai yang melakukan penelitian lapangan
. Diisi dengan tanggal surat tugas
. Diisi nama perusahaan
. Diisi NPWP perusahaan
. Diisi alamat perusahaan
. Diisi dengan nama pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
. Diisi dengan jabatan pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
. Diisi dengan nama pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
- Diisi dengan jabatan pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
. Diisi dengan nama pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
. Diisi dengan jabatan pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
. Diisi dengan nama pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
. Diisi dengan jabatan pihak perusahaan yang menyaksikan penelitian lapangan
. Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan
. Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan
: Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan

. Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan

Salinan sesuai dengan aslinya,

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum

g

Indrajati Martini



LAMPIRAN XIV F

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-  / BC/2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

REGISTRASI KEPABEANAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

NAMA PERUSAHAAN ... (1)

ALAMAT PERUSAHAAN ... (2)

JENIS KEGIATAN KEPABEANAN : .... (3)
1. IMPORTIR
2. EKSPORTIR
3. PPIK
4. PENGANGKUT

—— =

DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI / KANWIL/KPU ........ (4)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TAHUN ....... (5)



DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Surat Tugas Penelitian Lapangan

Bukti Permintaan Data

Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan
Surat Kuasa Penanggung Jawab Perusahaan
Lembar Penelitian Lapangan

Berita Acara Penelitian Lapangan

DU oA W e

DATA EKSISTENSI

7. NPWP Perusahaan

8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

9. Surat Keterangan Domisili Pabrik / Gudang / Kebun / Lainnya
10.SIUP/SIUJPT/IUT/1UI

11.Tanda Daftar Perusahaan

12.Angka Pengenal Impor (API)

13.Surat ljin Usaha Terkait Pengangkut

14, Surat Pengukuhan PKP

15. Akte Pendirian

16.5K Menkumham atas Akte Pendirian

17.Akte Perubahan Terakhir

18.5K Menkumham atas Akte Perubahan Terakhir
19.Surat Perjanjian Sewa atau Sertifikat Kepemilikannya
20.Peta Lokasi Perusahaan

21.Foto Perusahaan & Aktivitas Perusahaan

22.Foto Pabrik / Gudang / Kebun / Lainnya

DATA RESPONSIBILITY

23. KTP/KITAS/Pasport Direktur dan Komisaris

24 NPWP Direktur dan Komisaris

25.Bagan Struktur Organisasi

26.Foto dengan Pengurus / Penanggung Jawab Perusahaan
27.KTP Ahli Kepabeanan

28, Sertifikat Ahli Kepabeanan

DATA KEUANGAN

29.Chart of Account

30.Neraca

31.Laporan Rugi Laba

32.Rekening Koran Bank Milik Perusahaan

33.ljazah Kepala Bagian Akuntansi

34.Laporan Hasil Audit KAP, DJBC dan DJP

35.Foto dengan Pengurus / Penanggung Jawab Perusahaan

DATA LAINNYA

36.Bukti Customer Utama
37.Bukti aktivasi Kode EDI
38.Surat Keputusan Fasilitas
39. Bukti Kepemilikan 1SO
40.Bukti Keanggotaan Asosiasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Nomor

Tanggal

DASAR PELAKSANAAN PENELITIAN LAPANGAN

1. Surat Tugas Penelitian Lapangan

i LHPL-......(7)/PENLAP-RK/ST-.........(8)/20... (9)
............................. (10)

Nomor Surat Tugas

Tanggal Surat Tugas

Tanggal Pelaksanaan Penlap

2. Dasar Penelitian Lapangan

TUGAS PENELITIAN LAPANGAN
Jenis Kegiatan Kepabeanan
Nama Perusahaan

NPWP Perusahaan

Alamat Kantor

No. Telepon Kantor

Alamat Pabrik / Gudang

LAMPIRAN )*:

OJ Surat Tugas

[] Berita Acara Penelitian Lapangan
[] Matriks Penelitian Lapangan

[J Dokumen terkait Eksistensi

PELAKSANAAN PENELITIAN LAPANGAN

= 13)

o (14)
- (15)
e {16)
T
e (18)

. (19)

(] Dokumen terkait Responsibility

[] Foto Bangunan dan Aktifitas Perusahaan
[] Foto Penanggung Jawab Perusahaan

[] Dokumen Lainnya

No Kegiatan Penelitian Lapangan Kesimpulan)*

1 Penelitian Eksistensi [ Sesuai [ Tidak Sesuai

2 Penelitian Responsibility [ Sesuai [] Tidak Sesuai
[0 Sesuai (] Tidak Sesuai

3 Penelitian Penyelenggaraan Pembukuan

Tidak Menyelenggarakan Pembukuan
O g
(] Tidak Menyerahkan Dokumen Yang Diminta

4 | Penelitian Data Ahli Kepabeanan [ Sesuai [] Tidak Sesuai
5 | Penelitian Sarana Pengangkut [] Sesuai [] Tidak Sesuai
6 | Penelitian Lainnya [J Sesuai [] Tidak Sesuai




Catatan Hasil Penelitian Lapangan :

..............................................................

V. REKOMENDASI
Rekomendasi Petugas Peneliti Lapangan )* Nama / Tanda Tangan
Petugas Peneliti Lapangan
Setuju untuk dilakukan Pembukaan Pemblokiran
1. Nama 5 (21)
Setuju Untuk dilakukan aktivasi 1 e i (22)
4 ; i
Setuju agar dikirimkan SPMPD FREL e (23)
Setuju Dilakukan pemblokiran 1} e (24)
Setuju Dilakukan Pencabutan NIK
Ket: )* pilih dengan memberi tanda (x)
Mengetahui,

Kepala Subdit Registrasi Kepabeanan/

Kepala Bidang P2/Kepala Bidang ....... /
Kepala Kantor.....

PERIMAT v (25)
NIP .. (26)

Tanggal Perekaman: .............(29)

]

Petugas Perekam Hasil Penlap :

Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan/
Kepala Seksi Intelijen/Kepala Seksi
...... /Kepala Sub Seksi ....




Petunjuk Pengisian
Bukti Permintaan Dokumen dan Data
(Lampiran XIV F)

Angka (1) : Diisi dengan nama perusahaan

Angka (2) : Diisi dengan alamat perusahaan

Angka (3) : Diisi dengan jenis kegiatan kepabeanan perusahaan

Angka (4) : Diisi dengan nama kantor yang membuat laporan hasil penelitian lapangan

Angka (5) : Diisi dengan tahun laporan hasil penelitian lapangan

Angka (6) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Angka (7) : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian lapangan sesuai dengan kantor yang
menerbitkan

Angka (8) : Diisi dengan nomor surat tugas

Angka (9) : Diisi dengan tahun laporan hasil penelitian lapangan

Angka (10) : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian lapangan

Angka (11) : Diisi dengan tanggal surat tugas

Angka (12) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian lapangan

Angka (13) : Diisi dengan dasar pelaksanaan penelitian lapangan

Angka (14) : Diisi dengan jenis kegiatan perusahaan

Angka (15) : Diisi dengan nama perusahaan

Angka (16) : Diisi dengan NPWP perusahaan

Angka (17) : Diisi dengan alamat perusahaan

Angka (18) : Diisi dengan nomor telepon kantor

Angka (19) : Diisi dengan alamat pabrik/ gudang

Angka (20) : Diisi dengan catatan mengenai hasil penelitian lapangan

Angka (21) : Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan

Angka (22) : Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan

Angka (23) : Diisi dengan nama pegawai yang melakukan penelitian lapangan

Angka (24) : Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan penelitian lapangan

Angka (25) : Diisi dengan nama Kepala Subdit Registrasi Kepabeanan/ Kepala Bidang P2/Kepala
Bidang Tertentu sesuai dengan kantor yang menerbitkan laporan hasil penelitian
lapangan

Angka (26) : Diisi dengan NIP Kepala Subdit Registrasi Kepabeanan/ Kepala Bidang P2/Kepala
Bidang Tertentu sesuai dengan kantor yang menerbitkan laporan hasil penelitian
lapangan

Angka (27) : Diisi dengan nama Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan/ Kepala Seksi Intelijen/Kepala
Seksi Tertentu sesuai dengan kantor yang menerbitkan laporan hasil penelitian
lapangan

Angka (28) : Diisi dengan NIP Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan/ Kepala Seksi Intelijen/Kepala
Seksi Tertentu sesuai dengan kantor yang menerbitkan laporan hasil penelitian
lapangan

Angka (29) : Diisi dengan tanggal perekaman laporan hasil penelitian lapangan

Angka (30) : Diisi dengan nama pegawai yang melakukan perekaman hasil penelitian lapangan

Angka (31) : Diisi dengan NIP pegawai yang melakukan perekaman hasil penelitian lapangan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Salinan sesuai dengan aslinya, ttd.

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b
Kepala Bagian Umum

AGUNG KUSWANDONO

U

Indrajati Martini




LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMORPER-  / BC/2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI
KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SRR e s e e A i | e R N S
Nomor R e e T I N e e e e 4).......
Sifat : Biasa
Hal : Surat Pemberitahuan untuk Melakukan

Perubahan Data Registrasi Kepabeanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret

2014 tentang Registrasi Kepabeanan dan hasil penelitian terhadap data Registrasi Kepabeanan, atas
nama:

Nama PeruSabian  © it e O R N S G
Alamat R e ) T e
NPWP NG T ST o i a ) e VU e S R

kedapatan bahwa...(8)..

Menindaklanjuti hal tersebut, kepada Saudara diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika Saudara menerima asli surat ini yang dikirimkan melalui jasa pengiriman surat, dan tidak
terdapat perubahan alamat dan/atau penanggung jawab dan/atau ahli kepabeanan*), maka
Saudara wajib mengisi tanda terima sebagaimana tertera di bawah surat ini dengan lengkap
disertai dengan surat pernyataan sebagaimana terlampir dan mengunggahnya ke dalam sistem
aplikasi Registrasi Kepabeanan.

2. Jika terdapat perubahan alamat dan/atau penanggung jawab dan/atau ahli kepabeanan*), maka

Saudara wajib melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan melalui Sistem Aplikasi
Registrasi Kepabenan.

3. Jika asli surat ini yang dikirimkan melalui jasa pengiriman surat tidak diterima dan tidak terdapat
perubahan alamat dan/atau penanggung jawab dan/atau ahli kepabeanan*), maka Saudara waijib
mengajukan permohonan penelitian lapangan untuk memastikan eksistensi perusahaan.

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan ini
Saudara tidak melakukan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, atau 3 di atas, maka kami
akan menindaklanjuti dengan pemblokiran NIK.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

o L R e i, d
Ttd
........................ oy Rt
- RS g
Diterima oleh :
Nama/Jabatan:
Tanggal :

Tanda Tangan dan Stempel

Tembusan :
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem
Aplikasi Registrasi Kepabeanan



SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Bersama ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e e e e i et [ e e
Jabatan SETR e S T e e AR 7 R e LR
Nomor Kartu Identitas e R Ty s e o e
Tempat dan Tanggal Lahir :................ e T 1 o e e R T
Alamat e N s e e e 5 I e R A

Menyatakan Bahwa benar kami telah menerima asli SPMPD-RK melalui jasa pengiriman surat dan

tidak terdapat perubahan data terkait perubahan alamat dan/atau penanggung jawab dan/atau ahli
kepabeanan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya tanda tangani dengan sebenar-benarnya.

...... (17)......tanggal-bulan-tahun. (18)..
Yang memberi pernyataan,

...................... L O
Mama oo 71 ) R
Jabatan .............. V4t O

(Dibubuhi Materai)



Petunjuk Pengisian

Surat Pemberitahuan untuk Melakukan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan

Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (17)
Angka (17)
Angka (17)
Angka (17)

(SPMPD-RK)
(Lampiran XV)

Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan

Diisi nomor surat pemberitahuan NIK sesuai dengan kantor
yang menerbitkan

Diisi tahun penerbitan surat pemberitahuan NIK

Diisi tempat, tanggal penerbitan surat pemberitahuan NIK
Diisi nama perusahaan

Diisi alamat perusahaan

Diisi NPWP perusahaan

Diisi alasan kembali surat dari pihak jasa pengiriman surat.
Diisi dengan nama jabatan

Diisi nama pejabat yang menerbitkan

Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

Diisi nama penanggung jawab perusahaan

Diisi jabatan penanggung jawab perusahaan

Diisi nomor kartu identitas penanggung jawab perusahaan
Diisi tempat dan tanggal lahir penanggung jawab perusahaan
Diisi alamat penanggung jawab perusahaan

Diisi tempat pembuatan surat pernyataan

Diisi tanggal surat pernyataan

Diisi tanda tangan penanggung jawab perusahaan

Diisi nama penanggung jawab perusahaan

Diisi jabatan penanggung jawab perusahaan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA],

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Dzrektorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagi

1 *

Indrajati M3rgini, "

gm Umum :
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